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ABSTRAK
Nama :  MUHAMMAD ASDAR
Nim :  30600108014
Jurusan :  Ilmu Politik
Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kindang Dalam
Pemilukada (Bupati) Putaran Ke II 2010 Di Kabupaten
Bulukumba
Penelitian ini didasarkan atas fenomena pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) bupati putaran ke II 2010 di Bulukumba secara langsung di Kecamatan
Kindang Kabupaten Bulukumba. Partisipasi masyarakat Bulukumba berubah sacara
realistik karena pada putaran pertama dimenangkan oleh Incumbent atau A. Muh.
Sukri sappewali; yang dimaksud incumbent disini adalah kandidat yang masih
menjabat sebagai bupati yang ikut dalam partisipasi politik atau masih mencalonkan
diri dalam memperubutkan kursi bupati sedangkan pada putaran kedua dimenangkan
oleh lawannya.
. Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu pembelajaran bagi
masyarakat Kecamatan Kindang dan sebagai sumber informasi bagi penulis setalah
diktahui hasil tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif
Kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian lapangan, dengan maksud agar
mendapatkan data reil di lapangan, metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan politik. Dimana pendekatan-pendekatan politik itu
ialah pendekatan legal/Institusional, pendekatan Perilaku Neo-Marxis, pendekatan
Pilihan Rasional, dan pendekatan Institusionalisme Baru.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor-faktor yang meyebabkan
keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik pada putaran kedua 2010 terutama
di Kecamatan Kindang, sehingga terjadilah perubahan komitmen masyarakat dalam
memilih bupati Bulukumba yaitu, faktor karismatik dan faktor ekonomi. Dan pada
putaran pertama, A. Sukri Sappewali unggul dari lawawannya nomor urut satu yaitu
Zainuddin Hasan yang mana lawan pada putaran kedua. Sedangkan pada putaran
kedua Zainuddin Hasan unggul dari A. Muh. Sukri Sappewali atau incumbent. Akan
tetepi di Kecamatan Kindang A. Sukri sappewali tetap unggul dari Zainuddin Hasan
Baik dari putaran pertama maupun pada putaran ke II di Kecamatan Kindang.
Kemenangan  pasangan Incumbent atau A. Sukri Sappewali pada Pemilukada itu
hanya dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang.
Adapun penyebab-penyebab turunya partisipasi masyarakat Kecamatan Kindang
dalam Pemilukada bupati pada putaran ke II di Bulukumba yang disebabkan oleh
persoalan teknis, pertimbangan ekonomi, alasan apatis dan pesimis, idealis,
kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak berada  ditempat saat pemilihan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada tanggal 23 Juli 2010 yang lalu, masyarakat Bulukumba telah
melaksanakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara langsung untuk
memilih calon bupati dan wakil bupati akan tetapi dalam pemilihan tersebut tidak ada
satupun calon yang mencapai 30 persen suara. Akhirnya dilakukan Pemilukada
putaran ke II pada tanggal 23 Agustus 2010, di mana partisipasi politik masyarakat
Bulukumba terbilang rendah dibandingkan pada putaran pertama. Oleh karena itu,
paneliti ingin mengetahui faktor-faktor penyebab partisipasi politik dan bagaimana
peranan kelompok kepentingan di Kecamatan Kindang dalam Pemilukda bupati
putaran ke II 2010 di Bulukumba.
Wacana demokrasi lokal yang diwakili oleh pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) selalu hangat diperbincangkan. Ada dua hal penting
dalam pembicaraan Pemilukada, yaitu: Pertama, melakukan refleksi atas
penyelenggaraan Pemilukada yang telah terlaksana selama ini. Selanjutnya,
mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengitarinya, mulai yang terkait dengan
aturan, pengawasan, hingga pada tataran praktek di lapangan. Kedua, menentukan
proyeksi dan strategi apa yang perlu diambil untuk memperbaiki kelemahan dan
permasalahan yang ada. Tentu saja solusi-solusi yang ditawarkan harapannya mudah
dipahami dan bisa diaplikasikan pada tataran masyarakat paling bawah. Tujuannya
adalah untuk menilai beberapa efektif Pemilukada sebagai bagian strategi
2demokratisasi negara telah memenuhi harapan-harapan kita. Dalam rangka
melakukan evaluasi tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar ‘’Seminar
Nasional Evaluasi Pemilukada”. Bagi MK, kepentingan untuk menyelenggarakan
seminar ini lebih didasari oleh keterlibatan langsung MK dalam sistem pemilukada.
Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang  perubahan kedua atas UU Nomor 32
Tahun 2004, MK diberikan  wewenang untuk mememutus perselesihan hasil
Pemilukada, setelah kewenangan tersebut dialihkan dari Mahkamah Agung. Dengan
adanya kewenangan tersebut, MK merasa perlu menyelenggarakan seminar nasional
ini untuk dapat memberikan sumbangsih bagi terwujudnya Pemilukada yang lebih
baik dan lebih demokratis dimasa mendatang. 1
Berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat
terhadap proses dan hasil Pemilukada yang cenderung semaking berkurang atau
menurun. Meskipun tak ada ukuran pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi
masyarakat agar Pemilukada dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi
masyakarat menunjukkan adanya personal dalam penyelenggaraan Pemilukada.
Sekurang-sekurangnya, ada 6 (empat) penyebab menurunnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilukada.
Pertama, masyarakat secara sadar tak mau menggunakan hak pilihan karena
dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak
1 Disadur dari. Moh. Mahfud MD, Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan
Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 5.
3suara dalam Pemilukada maknanya sama; yaitu tidak memberi pengaruh signifikan
dalam kesaharian hidup.
Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak teratur dan tidak akurat
berkontribusi besar akan melemahkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi.
Ketiga, masayarakat pemilih cenderung mendahulukan kebutuhan
individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah, ketimbang hadir ke
(TPS) untuk menggunakan hak pilahanya.
Keempat, partisipasi dalam Pemilukada didorong semangat pragmatisme
masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpatisipasi,
kalau tidak maka tidak perlu partisipasi.2
Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam
pemerintahan daerah, setidaknya juga semakin mencerminkan proses kematangan
berdemokrasi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan
adanya fenomena yang merusak citra Pemilukada itu sendiri, seperti (money politics),
ketidaknetralan aparat dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye,
dan pengelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa
sektarian yang berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat.
Disisi lain, ketidaksiapan dan ketidakdewasaan kandidat dan pendukungnya untuk
mensyukuri kemenangan dan menerima kekalahan yang sering diwujudkan dalam
2 Ibid, h. 8.
4bentuk aksi-aksi yang menghalalkan segala cara telah memicu konflik dan anarkisme
massa.3
Menurut Arum Spink, partisipasi warga Bulukumba dalam menggunakan hak
politiknya pada Pemilukada putaran kedua 23 Agustus lalu terbilang rendah. Dari
320.148 pemilih terdaftar, yang menggunakan haknya hanya 209.637 orang atau
65,48 persen. Itu berarti 110.511 orang tidak menggunakan hak politiknya alias
golput. Jumlah ini lebih buruk dibanding putaran pertama yang partisipasinya
mencapai 216.435 orang. Rendahnya partisipasi, kemungkinan disebabkan waktu
pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan puasa dan ketua KPU tetap melakukan
evaluasi di balik rendahnya partisipasi pemilih ini. Walaupun sudah berusaha
melakukan sosialisasi untuk ikut serta dalam pemilihan, namun hasilnya tetap rendah
maka tetap harus disyukuri, sebab ini adalah buah dari kerja keras yang sudah
dilakukan selama ini. Terlebih persoalan memilih adalah hak prerogatif masing-
masing orang dan tidak bisa dipaksakan. Pemilukada yang akan datang, langkah yang
perlu dilakukan oleh ketua KPU hanya dengan jalan penyadaran masyarakat tentang
pentingnya menyalurkan hak pilih tersebut." Tapi kalau dikatakan harus dan semua
yang ada dalam DPT ikut, itu masih sulit tetapi memang harus mendekati jumlah itu.4
Ketua KPU Sulawesi Selatan, Jayadi Nas memiliki pandangan berbeda
dengan pelaksanaan Pemilukada pada bulan Ramadan, pelaksanaan Pemilukada
3 Djoko suyanto, Evaluasi Pemilukada Dari Perspektif Ketahanan Nasional (Jakarta:
Konstitusi Pres, 2012), h. 23.
4 Fajar. Golput di Bulukumba, http://fajar.co.id/read/103120/41/golput-di-bulukumba-110511-
orang, diakses Tanggal 20 April 2012
5dibulan puasa dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik secara
jujur. “Sebab ini adalah bagian dari ibadah politik. Maka masyarakat nanti akan
berhati-hati melakukan politik uang serta melakukan kecurangan karena takut
berdosa. Saat itu, ketua KPU tidak memiliki alasan kuat untuk tidak menggelar
Pemilukada pada tanggal 23 Agustus yang lalu. Sebab dalam undang-undang pasca
pelaksanaan putaran pertama, sehingga jika pelaksanaan pemilukada diundur, dan
khawatir justru melakukan pelanggaran Pemilukada. Jadi sebagai pelaksana tidak
mungkin mengeluarkan keputusan yang melanggar undang-undang. Pemilihan
putaran kedua di Bulukumba dan Luwu Utara digelar karena tidak ada pasangan
calon yang meraih suara 30 persen. Kedua pasangan yang ikut putaran kedua di Luwu
Utara adalah pasangan calon Arifin Junaidi dan Indah Putri, dan pasangan
Muhammad Thahar dan Ansar Akib. Sedangkan di Bulukumba, pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati AM Sukri Sappewali dan Rasyid Saherong
berhadapan pasangan Zainuddin Hasan dan Syamsuddin.
Adapun dalam masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sesuai
dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 yang mengatur tata Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam mengatur
pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Undang-undang ini sesuai dengan UUD 1945 yang ada pada UUD 1945 perubahan
pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan
Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan
6secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.5
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah Tingkat I
(Provinsi), daerah Tingkat II (Kabupaten), dan Kota. Komisi ini melaksanakan
tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurusi akan masalah
Pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah tanggung jawabnya. Adapun tugas dari
KPUD bukan hanya memilih Gubernur, Bupati, maupun Walikota, akan tetapi DPRD
turut serta dalam wewenang tanggung jawab dari KPUD dalam memilih anggota
legislatif yang ada di daerah. Fokus dalam masalah yang berkembang dalam wacana
publik yang ada adalah banyak masyarakat daerah tersebut atau masyarakat umum se-
Indonesia yang membicarakan masalah pemilihan kepala daerah yang berstatus
Gubernur, Walikota, maupun Bupati.6
Sementara itu, pengertian dari Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu yang ada dalam Pemerintah
5Jimlie Ashshiqie, Sengketa Pilkada, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2006), h.792.
6 Ibid, h. 5.
7daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.7
Pemilihan lokasi penelitian yakni Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
karena merupakan Kecamatan yang masyarakatnya mengalami perubahan drastis
dalam pemilihan bupati pada putaran ke II 2010 di Bulukumba. Dimana lawan dari
incumbent ini mendapatkan peningkatan suara di Kecamatan Kindang, pada putaran
pertama hanya memperoleh 5.112 suara sedangkan putaran ke dua memperoleh 5.991
suara. Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti mencoba membahas masalah,
“Bagaimana partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilukada
bupati pada putaran ke II di Bulukumba ?
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang berjudul “Partisipasi Politik
Masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilukada (Bupati) Putaran ke II 2010 di
Kabupaten Bulukumba, maka terdapat 2 sub masalah, sebagaai berikut:
1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat
Kecamatan Kindang dalam Pemilukada (bupati) putaran ke II di Bulukumba?
2. Bagaimana partisipasi politik kelompok kepentingan di Kecamatan Kindang
dalam Pemilukada (bupati) putaran Ke II di Bulukumba?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
7 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008, Tentang
Pemerintahan Daerah, (Bandung:Penerbit Fokusmedia), Cetakan Mei 2008.
8Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik
masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilukada (bupati) putaran ke II di
Bulukumba.
b. Untuk mengetahui peranan masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilukada
putaran ke II 2010 di Bulukumba.
2. Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain:
a. Teoritis
Dapat menambah pengetahuan baik bagi peneliti maupun para peneliti lainya
yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persoalan Pemilukada, dan
untuk menambah kepustakaan yang sudah ada.
b. Praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Kecamatan Kindang dan
Pemerintah dalam memilih pemimpin di Kabupaten Bulukumba untuk pemilu yang
akan datang.
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.
Penulis mengemukakan beberapa pokok dari istilah yang terdapat pada judul
sebagai berikut:
1. Partisipasi adalah ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan seseorang
atau sekelompok orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,
92. Politik adalah cara atau usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan
berkeadilan, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis8.
3. Pemilukada menurut Mahkama Konstitusi adalah memilih pemimpin disuatu
daerah tersebut baik, Bupati, maupun Gebernur.
4. Masyarakat adalah sekelompok manusia atau kelompok social yang hidup
bersama dalam suatu wilayah dan system hubungan-hubungan yang
ditertibkan untuk mancapaikeinginan-keinginan bersama.9
5. Menurut Ralph Linton mengumukakan, bahwa masyarakat adalah
sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama sehingga
mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan social
dengan batas-batas tertentu.
Pengertian ini menunjukkan adanya syarat-syarat sehingga disebut
masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup
lama dan adanya kerja sama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau
perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup
bersama menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku
anggota-anggota. Faktor waktu memegan peranan penting, sebab setelah hidup
bersama dalam waktu cukup lama, maka terjadi proses adptasi terhadap organisasi
tingkah laku serta kesadaran berkelompok.
8 Peter H. Merkl, Continuity and Change, (New York: Harper and Row, 1967), h. 13.
9 A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik (Bandung: Pustaka Setia, 2007),
h. 36.
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Jadi yang dimaksud dengan Partisipasi politik masyarakat Kecamatan
Kindang dalam Pemilukada (bupati) putaran ke II 2010 di Kabupaten Bulukumba
adalah partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Kindang dalam kegiatan politik untuk
mengambil bagian dalam proses pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten
Bulukumba pada putaran ke II 2010.
Ruang Lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan cakupan
penelitian baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah yang akan diteliti.
Dalam penelitian rentang waktu yang digunakan untuk meneliti kurang lebih
dua bulan karena Kecamatan Kindang wilayahnya sangat luas.
Kecamatan Kindang merupakan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang
terletak di sebelah timur berbatasan Kecamatan Rilau ale & Bulukumpa, sebelah
utara berbatasan Kabupaten Sinjai Sebelah barat berbatasan Kabupaten Bantaeng,
dan sebelah selatan berbatasan Kecamatan Gantarang. Luas Kecamatan Kindang
yaitu sekitar 148,76 km2. Yang terdiri dari 8 Desa dan 1 Kelurahan dengan 46 Dusun.
E. Tinjauan Pustaka
Skripsi ini berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kindang dalam
Pemilukada 2010 putaran ke II di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan gambaran tentang judul diatas, terdapat beberapa literatur yang menjadi
referensi terkait dengan penelitian ini, yaitu:
Ahmad Sodiki dalam bukunya Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan
Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa Pemilukada belum dimakanai secara
lebih utuh sebagai cara yang berbudaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran,
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ketertiban, dan keadilan tetapi lebih mengedepankan keinginan untuk menang dengan
segala cara, sekalipun melanggar norma hokum yang telah ditetapkan. Padahal jika
pemilukada dianggap sebagai proses pembudayaan maka dia tidak menghendaki
kekerasan, intimidasi, dan ketidakjujuran. Pemilukada adalah cara menjinakkan
kekerasan sekalipun untuk menang sebagai pemimpin. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini perilaku masyarakat dalam pemilukada sangat menentukan untuk
menduduki suatu kekuasaan. Padahal sikap kejujuran, ketertiban, keadilan dalam
Pemilukada akan memperbaiki suatu citra dalam perebutan kekuasaan.
Dalam partisipasi politik sebagaimana diketahui mempunyai efek politik bagi
masyarakat. Tidak semua masyarakat mengerti tentang semua ini sebab masyarakat
biasanya menganggap pemberian suara itu tidak mempunyai dampak baginya.’’
Menurut Moh. Yuhdi, dalam jurnal tentang “partisipasi politik masyarakat
dalam pemilihan umum kepala daerah” bahwa Sejatinya agenda ke depan bangsa ini
tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat
proses-proses yang demokratik. Catatan ini penting mengingat karakter dan
kamampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara factual,
rakyat sebenamya hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah
rakyat bidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya
Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan
tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi.10
10 Moh. Yuhdi, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005)
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Menurut MASRUQ, dalam skripsi tentang” Analisa pesan iklan politik calon
Gubernur kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2008-2013” bahwa
kanidat calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan yang
memasang iklan politik yakni pasangan kandidat Amin Syam- Mansyur Ramly
memasang iklam politik sebanyak 17 kali, Azis Qahar Mudzakkar- Mubly Handaling
memasang iklam politik sebanyak 4 kali, dan Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin
Nu’mang memasang iklam politik sebanyak 14 kali. Jadi yang memberikan porsi
iklam politik harian Fajar lebih banyak pada kategori pasangan Syahrul Yasin Limpo-
Agus Arifin Nu’mang dibandingkan pasangan Amin Syam- Mansyur hanya sedikit
saja. Sedangkan pasangan Azis Qahar Mudzakkar-Mubyl Handaling jarang
memasang iklam politik memberikan porsi iklam politik pada kategori pesan.
Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan
kemandirian berpikir dan bersikap. Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi
adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. Kebebasan
yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak dalam
upaya penguatan kekuasaan pada aras politik lokal. Peluang konflik politik dalam
perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya mekanisme Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung mulai tahun 2005. Di tengah
belum menguatnya kesadaran poitik di level grass root, maka momentum Pilkada
menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi,
money politics, dan intimidasi.
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F. Landasan Teori
Dalam penelitian yang berjudul “partisipasi politik masyarakat kecamatan
Kindang dalam Pemilukada (bupati) putaran ke II 2010 di Kabupaten Bulukumba”,
Peneliti menggunakan tiga landasan teori, yaitu:
1. Teori Rasional
Menurut Elster teori pilihan rasional (rational choice theory) adalah ketika
dihadapkan pada beberapa jenis tindakan orang biasanya melakukan apa yang mereka
yakini kemungkinan mempunyai hasil yang terbaik dan menyatakan bahwa Pilihan
rasional adalah bagian dari perangkat yang sangat diperlukan oleh para pakar ilmu
politik, karena ada fenomena politik penting yang sebagian bisa dijelaskan oleh teori.
Namun demikian, menurut Almond tidak bisa mengklaim bahwa teori pilihan
rasional itu berdiri sendiri. Dan butuh perspektif lain untuk membantu menjelaskan
mengapa individu mempunyai kepentingan, bagaimana mereka memandang
kepentingan tersebut, dan distribusi aturan, kekuasaan, serta peran sosial yang
menentukan batas-batas tindakan mereka.
Pertama, menjelaskan secara ringkas bagaimana metode pilihan rasional telah
berkembang selama 40 tahun terakhir. Kemudian dalam argumennya menjelaskan
bahwa pilihan rasional sebaiknya diaggap sebagai suatu alat daripada suatu
pendekatan, dengan mempertimbangkan berbagai macam kritik yang telah
dilontarkan terhadap teori. Akhirnya, penulis membahas beberapa perkembangan
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terkini dalam pilihan rasional, sebagian untuk menunjukkan bagaimana para
teoritikus pilihan rasional telah menjawab kritik terhadap mereka.11
Anthony Down adalah pelopor dalam penerapan teori pilihan rasional bagi
pelaku pemilihan umum. Pemilihan suara individu, jika dia biasa naik kekuasaan,
diduga menghasilkan manfaat paling penting tinggi bagi mereka. Partai diasumsikan
semata-mata termotivasi oleh keinginan untuk jabatan, memperebutkan suara dengan
mengubah landasan kebijakannya.12
2. Teori Primordialisme
Max Weber mengumukakan, bahwa pendekatan primordialisme melihat
etnisitas sebagai identitas primordial suatu kelompok dan menjadi kategori apriori
yang menentukan batasan kelompok guna menjamin stabilitas dan tatanannya.
Primordialisme melihat fenomena etnisitas dari kategori-kategori sosio-biologis
seperti agama, budaya, dan sebagainya. Pendekatan instrumentalis lebih menaruh
perhatian pada proses manipulasi dan mobilitas politik. Jika kondisi dan kepentingan
berubah, maka berubah pula identitas etnis. 13
3. Teori Karismatik
Menurur Max Weber tentang kharismatik dipandang oleh sebagai kekuatan
inovatif dan revolutif, yang menentang dan mengacaukan tatanan normatif dan politik
11 D Marst dan Stoker, Theory and Metode-Political Science (New York: Palgrve Mc Millan,
2002), h. 7.
12 Anthony Down, Konsep Rasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama1991), h. 200
13 Moh. Kusnarto, Pemikiran Maximiliam Weber. http://mohkusnarto. wordpress.com/
2011/02/10/ pemikiran-maximilian - weber-1864-1920/. Diakses tanggal 19 April 2012
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yang mapan. Otoritas kharismatis didasarkan pada person ketimbang hukum
impersonal. Pemimpin kharismatik menuntut kepatuhan dari para pengikutnya atas
dasar keunggulan personal, seperti misi ketuhanan, perbuatan-perbuatan heroik dan
anugerah yang membuat dia berbeda.14
Teori kepemimpinan karismatik saat ini sangatlah dipengaruhi oleh ide-ide
ahli sosial yang bernama Max Weber. Karisma adalah kata dalam bahasa Yunani
yang berarti “berkat yang terinspirasi secara agung”, seperti kemampuan ntuk
melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan. Weber (1947)
menggunakan istilah itu untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan
didasarkan pada tradisi atau otoritas formal tetapi lebih atas persepsi pengikut bahwa
pemimpin diberkati dengan kualitas yang luar biasa. Menurut Weber, karisma terjadi
saat terdapat sebuah krisis sosial, seorang pemimpin muncul dengan sebuah visi
radikal yang menawarkan sebuah solusi untuk krisis itu, pemimpin menarik pengikut
yang percaya pada visi itu, mereka mengalami beberapa keberhasilan yang membuat
visi itu terlihat dapat dicapai, dan para pengikut dapat mempercayai bahwa pemimpin
itu sebagai orang yang luar biasa. Selama dua dekade yang lalu, beberapa ilmu sosial
telah memformuasikan versi yang lebih baru dari teori itu untuk menjelaskan
kepemimpinan karismatik dalam organisasi. Teori “neokarismatik” ini
menggabungkan beberapa ide milik Weber, tetapi dalam hal lain mereka telah
meninggalkan konsepsi awalnya tentang kepemimpinan karismatik.
14
. Ibid
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House mengusulkan sebuah teori untuk menjelaskan kepemimpinan
karismatik dalam hal sekumpulan usulan yang dapat yang melibatkan proses yang
dapat diamati bukannya cerita rakyat dan mistik. Teori itu mengenali bagaimana para
pemimpin karismatik berperilaku, ciri dan keterampilan mereka, dan kondisi dimana
mereka paling mungkin muncul. Sebuah keterbatasan dari teori awal adalah
ambiguitas tentang proses pengaruh. 15 Menurut Shamir telah merevisi dan
memperluas teori itu dengan menggabungkan perkembangan baru dalam pemikiran
tentang motivasi manusia dan gambaran yang lebih rinci tentang pengaruh pemimpin
pada pengikut. 16 Asumsi berikut telah dilakukan mengenai motivasi manusia:
(1). perilaku adalah ekspresi dan perasaan seseorang, nilai dan konsep diri dan
juga berorientasi sasaran dan pragmatis,
(2). konsep diri seseorang terdiri dari hierarki identitas dan nilai sosial,
(3). orang secara intrinsik termotivasi untuk memperkuat dan mempertahankan
kepercayaan diri dan nilai diri mereka, dan
(4). orang secara intrinsik termotivasi untuk memelihara konsistensi di antara
berbagai komponen dari mereka dan konsep diri mereka dengan perilaku.
a. Indikator dari Karisma
Bukti dari kepemimpinan karismatik diberikan oleh hubungan pemimpin
pengikut. Seperti dalam teori awal oleh House, seorang pemimpin yang karismatik
15 House. The motivational effects of charismatic leadership: a self-concept based theory,
1977, h.42
16 Shamir. The motivational effects of charismatic leadership: a self-concept based theory,
1993, h.43
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memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada pengikut. Para pengikut merasa
bahwa keyakinan pemimpin adalah benar, mereka bersedia mematuhi pemimpin,
mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin, secara emosional mereka
terlibat dalam misi kelompok atau organisasi, mereka memiliki sasaran kinerja yang
tiggi, dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dari
misi itu. Atribusi dari kemampuan yang luar biasa kepada pemimpin amatlah
mungkin, tetapi sebaliknya dari teori oleh Conger dan Kanungo, hal ini tidak
dianggap sebagai sebuah kondisi yang diperlukan untuk kepemimpinan karismatik.17
b. Ciri dan Perilaku Penting
Ciri dan perilaku pemimpin merupakan penentu penting dari kepemimpinan
karismatik. Para pemimpin yang karismatik akan lebih besar kemungkinannya untuk
memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, keyakinan yang tinggi, dan pendirian
kuat dalam keyakinan dan idealisme mereka sendiri. Perilaku kepemimpinan yang
menjelaskan bagaimana seorang pemimpin yang karismatik mempengaruhi sikap dan
perilaku dari pengikut meliputi:
(1). menyampaikan sebuah visi yang menarik,
(2). menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat
menyampaikan visi,
(3). mengambil resiko pribadi dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai
visi itu,
(4). menyampaikan harapan yang tinggi,
17 House, Op cit, h.42
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(5). memperlihatkan keyakinan akan pengikut,
(6). pembuatan model peran dari perilaku yang konsisten dengan visi itu,
(7). mengelola kesan pengikut akan pemimpin,
(8). membangun identifkasi dengan kelompok atau organisasi, dan
(9). memberikan kewenangan kepada pengikut.
c. Proses Pengaruh
Shamir dan para koleganya mengenali bahwa identifkasi pribadi adalah satu
jenis proses pengaruh yang dapat terjadi bagi beberapa pengikut dari seseorang
pemimpin karismatik. Saat terdapat identifikasi pribadi yang kuat, para pengikut akan
meniru perilaku pemimpin itu, menjalankan permintaan pemimpin, dan memberikan
upaya tambahan untuk menyenangkan pemimpinnya. Para pemimpin yang karismatik
dapat meningkatkan identifikasi pribadi dengan melakukan hal-hal yang membuat
mereka terlihat amat menarik, heroik, dan luar biasa (misalnya menyampaikan visi
yang menarik, memperlihatkan keberanian dan pendirian). Namun, tidak seperti teori
atribusi dari kepemimpinan karismatik, identifikasi pribadi tidak ditekankan. Dalam
teori konsep diri sumber yang terpenting dari pengaruh pemimpin atas pengikut
adalah identifikasi sosial, internalisasi dan tambahan kemanjuran diri individual dan
kolektif.18
Saat terdapat identifikasi sosial yang kuat, orang bangga menjadi bagian dari
kelompok atau organisasi dan menganggap keanggotaan sebagai salah satu identitas
sosial yang penting . Mereka melihat bagaimana upaya dan peran kerja mereka
18 Shamir, Op cit, h. 43.
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berhubungan dengan entitas yang lebih besar, membuat pekerjaan mereka lebih
berarti dan penting. Mereka lebih bersedia menempatkan kebutuhan kelompok di atas
kebutuhan pribadi dan membuat pengorbanan diri demi kelompok. Selanjutnya,
identifikasi sosial menghasilkan penguatan nilai bersama, keyakinan dan norma
perilaku di antara para anggota kelompok. Para pemimpin yang karismatik dapat
meningkatkan identifikasi dengan menghubungkan konsep diri seseorang pengikut
dengan nilai bersama dan identitas peran yang terkait dengan kelompok. Dengan
menekankan kepentingan ideologis dari misi dan kualifikasi kelompok yang unik
untuk melakukannya, pemimpin dapat mengilhami kelompok dengan identitas yang
unik yang membedakannya dari kelompok lain. Identifikasi sosial juga dapat
ditingkatkan dengan penggunaan yang terampil atas slogan, simbol (misalnya
bendera, emblem, seragam), ritual (misalnya, menyanyikan lagu atau lagu organisasi,
menghormati bendera, mengulangi janji), dan upacara (misalnya, inisiasi anggota
baru). Perilaku kepemimpinan relavan lainnya meliputi menceritakan keberhasilan
masa lalu, perbuatan heroik oleh anggota, dan tindakan simbolis oleh pendiri atau
mantan pemimpin.
Internalisasi terjadi saat pencapaian sasaran tugas menjadi sebuah cara bagi
pengikut untuk memperlihatkan nilai dan identitas sosial mereka. Terkadang para
pemimpin karismatik mempengaruhi pengikut untuk merangkul nilai baru, tetapi jauh
lebih umum bagi peimpi karismatik untuk meningkatkan menonjolnya nilai pengikut
yang ada dan menghubungkan mereka dengan sasaran tugas. Pemimpin karismatik
menyampaikan visi yang menjelaskan sasaran tugas dalam hal ideologis yang
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mencerminkan nilai pengikut. Dengan menekannkan aspek simbolis dan ideologis
pekerjaan, pemimipin membuatnya kelihatan lebih berarti, terhormat, heroik dan
benar secara moral. Bentuk ahkir dari internalisasi adalah saat pengikut tiba untuk
memandang peran kerja mereka sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan yang
berhubungan dengan konsep diri dan nilai diri mereka. Mereka menjalankan peran itu
karena ini adalah bagian dari sifat dan takdir penting mereka.
Motivasi tugas juga bergantung pada kemanjuran diri individual dan kolektif.
Kemanjuran diri individual adalah keyakinan bahwa seseorang adalah kompeten dan
mampu mencapai sasaran tugas yang sulit. Orang yang memilki kemanjuran diri yang
tinggi bersedia untuk memberikan lebih banyak upaya dan bertahan lebih lama dalam
mengatasi masalah untuk mencapai sasaran tugas. Kemanjuran diri kolektif mengacu
pada persepsi dari anggota kelompok bahwa mereka dapat mencapai prestasi yang
luar biasa dengan bekerja sama. Saat kemanjuran diri kolektif itu tinggi, orang akan
lebih bersedia untuk bekerja sama dengan anggota dari kelompok mereka dalam
upaya bersama untuk menalankan misi kolektif mereka. Seorang pemimpin yang
karismatik dapat memperkuat kemanjuran diri para pengikut dengan memperlihatkan
kayakinan diri bahwa mereka dapat mencapai sasaran tugas individual dan kolektif
mereka dan dengan merayakan keberhasilan pengikut.
G. Metode  Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan
untuk menggambarkan gejala atau kenyataan mengenai Partisipasi Politik Masyarakat
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Kecamatan Kindang Dalam Pemilukada (Bupati) Putaran Ke II 2010 Di Kabupaten
Bulukumba, sehingga dapat dismpulkan.
Metode  penelitian yang dipilih adalah konsensus. Konsensus merupakan
penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu
organisasi, lembaga atau gejala tertentu dan adanya bermacam-macam pandangan.
Namun jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.19
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Kecamatan Kindang Kab.
Bulukumba. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bulukumba dengan pertimbangan
bahwa daerah bulukumba merupakan sebuah daerah yang memiliki tingkat partisipasi
politik yang tidak tetap sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di daerah
tersebut. Hal ini penulis perhatikan pada saat pemilukada putaran pertama, partisipasi
masyarakat sangat tinggi tetapi setelah dilakukan pemilukada putaran kedua
partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti peilihan, menurun drastis.
3. Metode Pendekatan Politik
a. Pendekatan Legal/Institusional
Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional, dan mulai
berkembang abad 19 pada masa sebelum perang dunia II. Dalam pendekatan ini
Negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasa
tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah
19 Arikunto, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 131.
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kedaulatan, dan kekuasaan formal serta yuridisdari lembaga-lembaga kenegaraan
seperti parlamen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian pendekatan
tradisional ini mencakup baik unsure legal maupun unsure institusional. Untuk
mengetahui perlemen dengan pendekatan ini maka yang akan dibahas adalah
kekuasaan serta wewenang yang dimiliknya seperti yang tertuang dalam naska-naska
resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau aturan tata tertib); hunungan
formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi (pembagian dalam komisi,
jenjang-jenjang pembicaraan atau hasil kerjanya (beberapa undang-undang telah
dihasilkan).
Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk
dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naska-naska resmi tersebut, apalagi
bertanya mengapa ada deskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang
dapat diamati dalam politik. Pada saat bersamaan, pendekatan tradisional tidak
menghiraukan organisasi-organisasi informal, seperti kelompok kepentingan dan
kelompok lainnya, dan juga media komunikasi. Bahasan ini bersifat statis dan
deskriptif dari pada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Lagi pula dalam
proses pembahasan, “fakta” (sesuatu yang dapat di buktikan melalui pengalaman atau
pengamatan) kurang dibedakan dengan norma (ideal atau standar yang harus menjadi
pedoman untuk perilaku). Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih bersifat
normative (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan
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norma-norma demokkrasi Barat. Menurut penglihatan inin, Negara ditafsirkan
sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal.20
b. Pndekatan Perilaku
Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun
1950-an sesuai Perang Dunia II. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan ini ialah
bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, Karena pembahasan
seperti itu tidak banyak memberi informasi menganai proses politik yang sebenarnya.
Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku (behavior) manusia karena
merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku
bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup
kesatuan-kesatuan yang lebih besar separti organisasi kemasyarakatan, kelompok
elite, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik. Pendekatan ini tidak
menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang
independen, tetapi sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Jika penganut
pendekatan perilaku mempelajari parlemen, maka yang dibahas antara lain perilaku
anggota parlemen seperti pola pemberian suaranya (voting behavior) terhadap
rancangan undang-undang tertentu (apakah pro atau anti, dan mengapa demikian),
pidato-pidatonya, giat-giatnya memprakarsi rancangan undang-undang, cara
berinteraksi dengan teman sejawat, kegiatan lobbying, dan latar belakan sosialnya.
Mereka pada umumnya meneliti tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, persepsi,
20 David Easton, ”Political Science”, International Encyclopedia of the Social Science, Vol.
XII (New York: The Macmillan Company and the Free Press, 1968), h. 283.
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evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku
politik hanya salah satu keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung bersifat
interdisipliner. Ia tidak saja mempeljari fakror-faktor lainnya seperti budaya,
sosologis, dan psikologis.21
c. Pendekatan Neo-Marxis
Neo-Marxis adalah meraka yang meyakini sebagai pandangan Marx mengenai
kapitalis dan sejarah, dan memakai metode analisisnya. Mereka ingi membahas
masalah sosial dari perspektif   yang holistic dan dialektis, yang member tekanan
utama pada kegiatan Negara dan konflik kelas.22
Dalam rangka analisis holistik, mereka berpendapat bahwa keseluruhan
gejala sosial merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian-
bagian yang tersendiri, seperti politik terlepas dari ekonomi, ekonomi terlepas dari
kebudayaan, dan sebagainya.Semua berkaitan erat dan tidak boleh dipsah-pisah.
Terutama kaitan antara politik dan ekonomi dan ekonomi sangat ditekankan oleh
kalangan Neo-Marxis. Akan Tetapi jika Marxisme klasik cenderung untuk
menekankan determinasi ekonomi (artinya semuanya ditentukan oleh factor
ekonomi), maka para Neo-Marxis hanyan mencanangkan keunggulan (primacy) dari
basis ekonomi, artinya ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam politik,
tetapi politik tidak seluruhnya ditentukan ekonomi. Fokus analisis Neo-Marxis adalah
21 Albert  Somit dan Joseph Tanenhaus, The Development of America Political Science: From
Burgess to Behavioralism, ed. Ke-2 (New York: Irvington Publisher, 1982), h. 184.
22 Bertell Ollman dan Edward Vernoff, eds., The Left Academy (New York: McGraw-Hill,
1982), h. 7.
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kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negeri. Mereka mengecam analisis
struktural-fungsional dari para behavioralis karena telampau mengutamakan harmoni
dan keseimbangan sosial dalam suatu system politik. Menurut pandangan structural-
fungsional, konflik dalam masyarakat dapat diatasi, iktikad baik, dan kompromi, dan
ini sangat berbeda dengan titik tolak pemikiran Neo-Marxis. Bagi kalangan Neo-
Marxis, konflik antarkelas merupakan proses dialektis paling penting dalam
mendorong perkembangan masyarakat dalam segala politik harus dilihat dalam
rangka konflik antarkelas ini. Hal ini tidak berarti bahwa kalangan Neo-Marxis ini
mengabaikan konflik-konflik lain dalam masyarakat, seperti konflik etnis, agama,
maupun rasial. Tetapi konflik-konflik ini, menurut keyakinan mereka, langsung
maupun tidak, berasal dari atau berhubungan erat dengan konflik kelas.
Berdasarkan analisis dialektika, kalangan Neo-Marxis member perumusan
yang lebih fleksibel dan luas dengan mencanangkan adanya dua himpunan massa
(aggregates) yang sedikit banyak kohesif serta memiliki banyak fasilitas (the
adventaged) dan mereka yang tidak mempunyai fasilitas (the disadvantaged).
d. Pendekatan Rasional
Para penganut pendekatan rasional choice, yang tadinya berasumsi bahwa
masyarakat terdiri dari individu yang egois, juga menyadari bahwa dalam
menghadapi suatu institusi tertentu, keputusan-keputusan yang diambil oleh
manusia juga dipengaruhi faktor lain. Sikap ini dapat berkembang menjadi kerja
sama dalam menghadapi institusi itu dan atas kesadaran sendiri para aktor dapat
menyusaikan prefensinya dengan kepentingan orang banyak, berdasarkan
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perhitungan efektifitas. Dengan manusia dari manusia tadinya hanya rasional
(yang memakai akal) untuk kepentingan sempit, menjadi manusia yang reasonable
(yang memikirkan apa yang layak ) untuk kepentingan bersama.23
e. Pendekatan institusinalisme Baru
Bagi penganut institusionalisme baru, pokok masalah ialah bagaimana
membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin
prefensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha
menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai
bagaimana cara mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis. Proses
ini disebut rekayasa institusional melalui suatu rancangan institusional. Suatu design
adalah ciptaan dari suatu rancangan aksi untuk meraih hasi-hasil yang bernilai
konteks tertentu. Untuk Negara-negara yang sedang dalam transisi kedemokrasi,
institusionalisme baru menjadi alat analisis yang sangat penting. 24
4. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data
primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden penelitian. Sementara
data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang
memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Baik data primer maupun
data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:
23 Peter B. Evans, Dietricch Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back
in (Cambridge University Press, 1985).
24 Ibid., h. 23.
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a. Penelitian lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data secara
langsung pada obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data lapangan dalam
penelitian ini, digunakan teknik  wawancara, dan penelusuran dokumen :
1) Wawancara (interview) digunakan untuk pengumpulan data dan informasi
melalui wawancara langsung dengan informan.
2) Dokumentasi, yaitu menelaah dan mempelajari berbagai laporan tertulis
pada Kantor Kecamatan Kindang yang dianggap relevan dengan penelitian.
b. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu metode pengumpulan data
dengan cara menerima langsung informasi dan data melalui tulisan-tulisan
ilmiah, seperti buku-buku, jurnal, dan artikel yang  relevan dengan masalah yang
diteliti.
5. Prosedur Pengumpulan Data
Mekanisme pengumpulan data diawali dengan pengurusan surat izin dari
program studi. Setelah mendapatkan surat izin selanjutnya dilakukan penelitian
dilapangan dengan metode :
a. Observasi yaitu mengamati langsung ke obyek penelitian untuk mendengar dan
melihat langsung berbagai peristiwa yang terjadi pada obyek tersebut.
b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab
langsung pada tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan
informasi yaitu sekitar 30 orang responden.
c. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui catatan yang telah
didokumentasi oleh instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.
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6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan
kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga data lebih mudah
dibaca dan diinterpretasikan. Data primer dan data sekunder yang di peroleh dari
analisis sehingga dapat menjadi data yang mempunyai makna dan mempunyai arti
setelah data tersebut diproses. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik anilisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan menggambarkan
fenomena tertentu secara lebih rinci, sedangkan alasan menggunakan pendekatan ini
adalah dengan pendekatan kualitatif maka peneliti melakukan penelitian pada latar
alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. 25 Dalam hal
ini peneliti mengamati partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kindang dalam
memilih pimimpin di Bulukumba.
Dalam analisis data digunakan beberapa cara dalam penelitian ini adalah data-
data dan tindakan, seperti anlisis isi dan lain-lain. Untuk melengkapi data dalam
penelitian ini digali dari berbagai sumber data baik primer maupun sekunder.
Sumber Data Yang Dimaksud Yaitu:
a. Data Primer
Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden melalui
observasi dan wawancara dengan masyarakat serta kelompok-kelompok kepentingan
25 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas
Press, 1995), h. 30.
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mengenai partisipasi politik masyarakat kecamatan KIndang dalam pemilukada
(bupati) putaran ke II 2010 di Kabupaten Bulukumba.
b. Data Sekunder
Data sekunder, yakni data tambahan yang diperoleh melalui penelusuran
dekumentasi, buku, laporan, dan hasil-hasil riset yang terkait dengan fakto-faktor
yang mempengaruh partisipasi politik masyarakat kecamatan Kindang di
Bulukumba.
Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan26:
1) Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang
tersediadari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
2) Reduksi data, diartiakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan hasil penelitian dilapangan. Melalui kegiatan,
maka peneliti dapat mengolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data
sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
3) Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari
kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada
besarnya kumpulan catatan di lapangan.
26 M. Manulang. Pedoman Teknis Menulis Skripsi, (Yogyakarta: penerbit Andi 2004), h.35.
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H. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, definisi operasional & ruang lingkup, tinjauan pustaka, landasan
teori, dan garis-garis besar isi skripsi,
Bab kedua berisi tentang selayang pandang Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba,
Bab ketiga berisi hasil penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik masyarakat Kec. Kindang dalam Pemilukada (bupati) putaran Ke II
di Bulukumba,
Bab keempat berisi hasil dan pembahasan dari penelitian tentang bagaimana
peranan partisipasi politik kelompok kepentingan di Kec. Kindang dalam Pemilukada
(bupati) putaran Ke II di Bulukumba,
Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran
penelitian.
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BAB II
SELAYANG PANDANG KECAMATAN KINDANG,
KABUPATEM BULUKUMBA
A. Gambaran Umum Kecamatan Kindang
Penamaan Kindang berasal dari bahasa Belanda yaitu Kingdom atau
Kerajaan. Salah satu somboyang dalam peperangan adalah Buri Cilampa’na Kindang
yang melambangkan Ayam Jantang Putih bercampur biru hitam satu lembar sebagai
bendera kemenangan. Pemerintahan Kerajaan Kindang merupakan anak Kerajaan
Gowa yang terbentuk sejak abad ke 17 Masehi dimana pada masa Perjanjian Bungaya
salah seorang saudara tertua Sombayya RI Gowa (Karaengta Manangngi) kecewa dan
tidak mau menerima hasil perjanjian tersebut sehingga memilih untuk pergi mencari
Daerah Kekuasaan dan ditemukanla Kindang sekaligus sebagai Raja pertama yang
memerintahkan. Adapun gelar Raja-raja Kindang sejak dulu adalah Karaeng
Kindang, bukti sejarah bahwa seluruh Raja-raja dimakamkan diatas Bukti Saukang
yang sekarang terletak di Dusun Bungaya Desa Kindang dan sebuah Rumah Tua
(Balla Sengnga) yang merupakan Istana Raja Kindang VII (Kurru Dg. Sahi) yang
masih utuh sampai sekarang.1
Wilayah kekuasaan Kerajaaan Kindang sampai pada masa Pemerintahan Raja
ke III (Karaeng Alomoa) adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Anyorang
(sekarang masuk Desa sapo Bonto Kec. Bulukumpa), sebelah timur berbatasan
1 A. Esfar Tenrisukki, LAKIP Kecamatan Kindang, (Kantor  Cam at Kindang Kab.
Bulukumba, 2011), h. 1.
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dengan batu-batu Desa Bonto Lohe Kec. Rilau ale, sebelah Selatan berbatasan dengan
Sungai Maesa sekarang Desa Pattaneteang Kec. Tompo Bulu Kab. Bantaeng dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa.
Pada Masa Pemerintahan Raja ke IV (Parappa Dg. Warewa) terjadi antara
Karaeng tanete dan Karaeng kindang yang terkenal dengan Perang Beba (Karaeng
Tanete dan Karaeng Kindang adalah sepupu Satu Kali) tapi karena kesalahpahaman
tentang hak kepemilikan sawah di Lemponge sekarang Hulo, Desa Sapo Bonto dan
akibat peperangan tersebut Pasukang Karaeng Kindang di pukul mundur sampai
Campaga membuat Benteng Pertahanan (Benteng Campaga) sekarang menjadi Desa
Tamaona setelah menelan ribuan korban (Kuburan yang ada di galung Lohe Desa
Tamaona), maka perang mulai surut sehingga Pasukan berhamburan ke
Passimbungan Desa Anrihua sekarang Passimbungan (Berhamburan) Karaeng
Kindang bersembunyi di Cobbu (Sembunyi) dan akhirnya menuju sebelah barat
diatas Gunung Senggang (Sangga/Batas) dan tinggal di Na’na (mendengar Berita)
setelah beberapa waktu kemudian beliau menyebrang ke Batu Massoong (sekarang
Desa Pattaneteang Kab. Bantaeng) mencetak sawah baru di Bungen namun setelah
selesai mencetak sawah beliau tidak memiliki Benih untuk di tanam akhirnya
Karaeng Kindang meminta benih sehingga Karaeng Bantaeng berkata “Jangankan
benih untuk dimakanpun saya siapkan” akhirnya Karaeng kindang membawa 7 ekor
Kuda ke Bantaeng mengangkut gabah, setelah panen maka datanglah Karaeng
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Bantaeng mengukur sawah tersebut sehingga Pajak bumu masuk di Kabupaten
Bantaeng, dan sekarang sudah masuk Wilayah Kab. Bantaeng.2
Adapun daftar nama-nama Karaeng Kindang sebagai berikut:
1. Raja Pertama adalah I Masanrangan Dg. Manai (Karaeng Mannangngi
Bangsawan dari Gowa sejaman dengan Karanta Data)
2. Raja II Karaeng Canggoreng
3. Raja III karaeng Alomoa
4. Raja IV Parappa Dg. Marewa bergelar Karaeng Cammoa
5. Raja V Paduai Daeng Paewa bergelar Karaeng Lompoa
6. Raja VI Sudari Dg. Marowa
7. Raja VII Kurru Dg. Sahi (1938-1954)
a. Karaeng Salengke (1948-1954)
b. Karaeng Sudari (Kepala Distrik Kindang) 1954
c. Karaeng Maddolangan (1954-1959)
Pada masa pemerintahan Karaeng Maddolangan tepatnya pada Juli 1959
dengan lahirnya UU No. 29 tahun 1959 tentang penggabungan daerah-daerah tingkat
dua maka distrik meletakkan jabatan sebagai PNS dan tidak mau bergabung dengan
Gantarang
Pemberlakuan Otonomi  sebagaimana dalam Undang-Undang  Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah pusat  memberikan
2 Ibid,h. 2
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kewenangan kepada Daerah  untuk mengurus Daerahnya sendiri atas inisiatif sendiri
berdasarkan  kemampuan daerah dan atas partisipasi masyarakat  untuk kesejahteraan
dan dan kemajuan rakyatnya.
Menurut Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah dalam penjelasan pasal 126 ayat (1) Kecamatan adalah salah satu perangkat
Daerah Kabupaten. Kecamatan merupakan garda terdepan Pemerintah Daerah baik
dalam pelayanan maupun penanganan. Kacamatan sebagai sumber data dan sekaligus
muara kebijakan. Posisi Camat dalam undang-undang tersebut kembali memerankan
tugas tugas umum pemerintahan sebagai fungsi koordinasi dan pembinaan.3
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan
kepada Daerah untuk memanfaatkan seluas dan sebesar-besarnya potensi yang
dimiliki daerah masing-masing dengan didukung Undang-Undang Otonomi Daerah
tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan mampu membangun daerahnya sendiri.
Penerapan undang-undang tersebut merupakan tantangan dan peluang untuk
membangun daerah dengan segala kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang
dimaksud meliputi sumber daya manusia, Sumber Daya alam serta potensi-potensi
yang dimiliki daerah tersebut.
Selain dari itu Kecamatan Kindang yang merupakan salah satu perangkat
daerah Kabupaten Bulukumba terletak dilereng gunung bawa karaeng yang berjarak
30 Km dari Ibu Kota Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:
3 Ibid, h. 3
35
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rilau Ale, Kec. Bulukumpa dan
Kabupaten Sinjai
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gantarang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
4. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung bawakaraeng/Kab.Gowa.
B. Keadaan Tipografi
Secara umum keadaan tipografi Kecamatan Kindang adalah daerah dataran
rendah dan daerah perbukitan. Wilayah Dusun Cibollo, Bungaya, Sapaya, dan
sebagian Mt. Deceng berada dibawah daerah dataran rendah (pinggir Sungai Hisang).
Sedangkan sebgaian Dusun Mt. Deceng, Dusun Gamaccaya, Kahaya dan Tabuakkang
adalah daerah perbukitan.4
C. Iklim
Pada dasarnya Kecamatan Kindang beriklim tropis, dengan dua musim yaitu
musim kemarau dan penghujan.
D. Penduduk
Luas wilayah Kecamatan Kindang 148,76 Km2 terdiri dari 8 desa dan satu
kelurahan. Jumlah penduduk kecamatan Kindang adalah 29.815 jiwa yang tersebar di
delapan Desa dan satu Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut: Laki laki sebanyak
14.517 Jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 15.298 jiwa.5
4Muhammad Arbi Baba, Katalog BPS Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, 2011. h.1
5 Ibid,h. 2
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Adapun mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kindang sebahagian besar
adalah petani, disini menunjukkan bahwa di Daerah ini mempunyai potensi yang baik
untuk dijadikan sebagai basis pertanian utamanya jenis holtikultura dan sayur-
sayuran.
E. Pendidikan
Pada dasarnya potensi dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kindang cukup
menjanjikan. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:
No Sekolah Jumlah
1 Sekolah Dasar 40 buah
2 SMU 1 buah
3 SMK 2 buah
4 MTs 4 buah
5 MIS 1 buah
6 MAS 2 buah
7 SLTP 10 buah
Sumber: Katalog BPS: 1102001.7302.090 Kecamatan Kindang Tahun 2011
Dari table di atas, usia sekolah penduduk Kecamatan Kindang  maka usia  (7-
13  th) sebanyak 4.362  jiwa ditampung di 40 SD dan 1 mis, 981 jiwa usia SMP  (13
– 15) ditampung di  10 SLTP dan 4 Mts  dan anak usia (16 -18) sebanyak 822
ditampung di  SMK, SMU dan MAS sedang 1 baru saja di fungsikan.
Dengan melihat data tersebut maka sarana pendidikan sudah cukup memadai
terutama jumlah sekolah yang ada hanya yang perlu diperhatikan bagaimana
meningkatkan  mutu pendidikan di Kecamatan Kindang agar setara dengan
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pendidikan yang ada di kota hal ini tidak terlepas dari perhatian Pemerintah Daerah,
terutama penempatan guru yang memadai  agar proses  belajar mengajar dapat
berjalan dengan baik.6
F. Kesehatan.
Sektor kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan
pembangunan hal ini dapat dilihat besarnya anggaran pada sektor kesehatan yang
dikucurkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
Pembangunan di sektor kesehatan khususnya Kecamatan Kindang cukup memadai
hanya fasilitas pendukung yang belum lengkap hal ini dapat dilihat kurangnya tenaga
kesehatan yang ditempatkan di Kecamatan Kindang sehingga tidak bisa memberikan
pelayanan kesehatan secara maksimal yang disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja.
G. Perhubungan
Sektor perhubungan khusunya  di Kecamatan Kindang belum memadai
terutama  jalan hal ini dilihat dari ruas jalan yang  yang ada di Kecamatan Kindang
sepanjang 267,8 Km  sebagian besar masih merupakan jalan tanah  yaitu 117,8 Km,
Perkerasa 50,1 Km, Batu 10,1 dan aspal 89.8 Km dengan melihat kondisi tersebut
diatas, masyarakat masih banyak menggunakan jalan tanah dan bebatuan untuk
mengangkut hasil bumi  dari masing masing Desa/Kelurahan hal ini memerlukan
perhatian dari pemerintah agar pembangunan jalan lebih ditingkatkan guna
memperlancar roda perekonomian masyarakat.
6 Ibid, h. 25.
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H. Pengairan
Pada umumnya setiap desa di kecamatan Kindang mempunyai pengairan Desa
yang dipergunakan untuk menunjang peningkatan hasil bumi  pertanian dan
perkebunan  adapun panjang pengairan /irigasi Desa keseluruhan  adalah 42,4 Km
hal ini merupakan potensi yang cukup besar  untuk pengembangan sektor pertanian
guna mendomgkrak hasil produksi petani namun perlu diadakan perbaikan perbaikan
terutama saluran  agar saluran irigasi dapat berfungsi secara optimal.
I. Peternakan
Pada sektor peternakan ,Kecamatan Kindang mempunyai potensi yang sangat
besar  untuk dikembangkan dimana hampir seluruh jenis ternak dapat berkembang
biak dengan baik  hal ini disebabkan karena iklim yang sangat mendukung. Adapun
populasi jenis ternak dikecamatan Kindang  tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Sapi 1.958 ekor
2. Kerbau 15 ekor
3. Kambing 505 ekor
4. Kuda 1.156 ekor
5. Itik 1.925 ekor
6. Ayam 37.447 ekor
J. Perkebunan
Pada sektor ini kecamatan Kindang mempunyai potensi yang sangat besar
terutama tanaman cengkeh dan kopi tanaman ini merupakan tanaman primadona
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Kecamatan Kindang yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat Kindang.
K. Pertanian
Masyarakat kecamatan Kindang pada umumnya memilih komoditas padi
sebagai komoditas unggulan hal ini dilihat dari jumlah produksi padi pertahun rata-
rata 3756 Ton dsengan luas areal persawahan 3.642 Ha.
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BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN KINDANG DALAM
PEMILUKADA BUPATI PUTARAN KE II DI KABUPATEN BULUKUMBA
Sebelum membahas hasil penelitian ini peneliti akan menjelaskan apa
partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan umum kepala daerah maupun adanya
indikasi akan permainan Money Politics dalam acara pesta demokrasi daerah. Maka
penulis akan membahas mengenai arti dari permasalahan awal dalam makalah ini
yaitu arti kata politik yang berasal dari bahasa yunani yaitu Polis yang artinya kota
(Pusat Pengaturan Rakyat). Jadi, yang dimaksud dengan Politik adalah pengetahuan
tentang seluk beluk ketatanegaraan baik dari aspek kekuasaan, pemerintahan dan
pengaturan dalam suatu negara.
Pengertian Pemilukada ialah pemilihan umum kepala daerah secara langsung
oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau
Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para
wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang
berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada (Pemilihan
Kepala Daerah Secara Langsung) sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh
Indonesia. Namun, ada gejala mencolok yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi
dalam masyarakat. Antusiasime publik dan tingkat partsipasi masyarakat luas dalam
pilkada itu cukup rendah. Ukuran paling mencolok dari rendahnya keterlibatan publik
itu adalah rendahnya tingkat (partisipasi pemilih yang mencoblos di TPS pada hari
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pemilihan). Di banyak daerah di Indonesia, hanya 70 persen pemilih yang terdaftar
yang datang ke tempat pemungutan suara. Di beberapa tempat, bahkan hanya sekitar
50 persen dari pemilih yang ikut mencoblos, itu jelas sekali di bawah rata-rata Pemilu
Nasional di Indonesia. Sejak Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi, rata-rata
hanya sekitar 90 persen.1
Secara hukum, rendahnya tingkat partisipasi publik itu tidak membatalkan
pemilu. Sejak awal negara kita menganut asas suka-rela dalam partisipasi politik di
dalam pelaksanaan pemilu. Para pemilih boleh mendaftarkan diri sebagai pemilih,
boleh juga tidak. Bahkan pemilih yang sudah memiliki kartu pemilih boleh datang ke
tempat pemilihan, boleh juga tidak. Partisipasi politik itu dianggap menjadi hak
warga negara bukan kewajiban dari warga negara.
Pesta demokrasi pemilahan bupati Bulukumba merupakan milik semua
masyarakat Bulukumba dan membangun karakter masyarakat menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba putaran ke II yang
dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2010 yang mana partisipasi politik masyarakat
Bulukumba terbilang rendah dibandingkan pada putaran pertama. Apakah ini
disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat Kecamatan Kindang, oleh karena itu
paneliti ingin mengetahui faktor-faktor penyebab partisipasi politik dan bagaimana
peranan kelompok kepentingan di Kecamata Kindang dalam Pemilukda bupati
putaran ke II 2010 di Bulukumba.
1 Mahfud MD, Evaluasi Pemilukada dalam Persoektif Demokrasi dan Hukum, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2012), h. 5.
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Setelah Penulis melakukan penelitian di Kacamatan Kindang tentang factor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilukada bupati putaran ke II
2010 di Bulukumba, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi partisipasi politik
masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilukada Bupati Putaran ke II 2010 di
Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:
A. Faktor Rasional
Anthony Down adalah pelopor dalam penerapan teori pilihan rasional bagi
pelaku pemilihan umum. Pemilihan suara individu, jika dia biasa naik kekuasaan,
diduga menghasilkan manfaat paling penting tinggi bagi mereka. Partai diasumsikan
semata-mata termotivasi oleh keinginan untuk jabatan, memperebutkan suara dengan
mengubah landasan kebijakannya.2
Dalam wawancara peneliti terhadap masyarakat kecamatan Kindang terdapat
pemilih rasional dari beberapa responden dimana salah satu pernyataan H. Taher 65
tahun (Garuttungan) mengatakan, bahwa sebagai orang berpikir untuk masa depan
Kabupaten kita sebaiknya memilih pemerintah tampa ada pengaruh dari orang lain
sebab apabila kita memilih pemimpi dari paksaan dari orang lain maka bukan pemilih
rasional atau pemilih cerdas. 3
Sedangkan menurut H. Lukman mengatakan, bahwa keikut sertaan saya
dalam Pemilukada 2010 kemarin bersih dari hati nurani sebab saya tidak mau ikut
2 Anthony Down, Konsep Rasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama1991), h. 200.
3 Wawancara H. Taher, Masyarakat Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Di Desa
Garungtungan Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, Tanggal  10 Januari 2013.
43
memilih dengan cara paksaan atau diberi imbalan dari salah satu kandidat. Karena
apabila saya memilih dengan diberikan imbalan maka itu akan terjadi penyokokan
dan saya tidak mau dengan cara itu sebab akan merusak perpolitikan masyarakat
Kecamatan Kindang kedepan.4
Kesimpulannya bahwa Kecamatan Kindang hanya sebagian kecil masyarakat
yang ikut dalam memilih secara rasional karena masih banyak factor-faktor yang
mempengaruhi. Dan masyarakat Kindang masih belum memahami tentang politik
sehingga keikutsertaan masyarakat dalam Pemilukada karena adanya unsur-unsur
paksaan dari orang lain.
B. Faktor ekonomis
Faktor ekonomis merupakan salah satu penyebab keikutsertaan masyarakat
Kecamatan Kindang dalam partisipasi politik Pemilukada bupati putaran ke II 2010.
Salah satu penyebabnya yaitu adanya serangan fajar (money politik). Dalam sistem
politik yang lain ada yang namanya “Serangan Fajar” bagi para bakal calon kepala
daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan
adalah H-2 (dua hari sebelum pemilihan) dan H-1(satu hari sebelum pemilihan).
Dalam masa inilah masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna
semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa
besar dan yang beredar bagi satu suara. Informasi ini menjadi sangat penting karena
4 Wawancara H. Lukman, Masyarakat Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Di Desa
Tamaona Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, Tanggal 13 Januari 2013.
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pada H-1(satu hari sebelum pemilihan) merupakan kesempatan terakhir dalam
perebutkan suara tersebut.
Namun, dalam praktek juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud sebenarnya
adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari Pemilihan), kandidat
kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang
berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan
pada pagi harinya dan masyarakat mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap
untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara dan masa uji publik serta masa
pelantikan kepala daerah.
Dimana salah satu pernyataan Ahmad umur 37 tahun mengatakan, bahwa saya
mendapatkan uang untuk memilih atau mengcoblos salah satu calon bupati tersebut
pada hari H. Tetapi waktu itu bukan saya saja yang mendapatkan serangan fajar itu
tapi banyak rakyat yang mendapatkannya. Dan kami tidak bisa menolaknya karena
ini adalah faktor ekonomi.5
Sedangkan Tawil , Guru Sekolah Dasar mengumukakan, bahwa kami sebagai
guru-guru juga tidak bisa memilih secara bebas karena ada tekanan dari salah satu
kandidat yaitu inkambet untuk tidak memberikan suaranya terhadap kandidat yang
lain lawanya Zaidin dan guru-guru akan diberikan sanksi-sanksi apabila tidak
memilihya.6
5 Wawancara Ahmad, Masyarakat Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Di
Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, Tanggal 15 Januari 2013.
6Wawancara Tawil, Guru Sekolah Dasar Kelurahan Borong Rappoa. Di Kecamatan Kindang
kabupaten Bulukumba, Tanggal 17 Januari 2013.
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Kesimpulannya bahwa faktor-faktor ekonomis dikecamatan Kindang dalam
Pemilukada tidak dapat terlepas, karena sudah menjadi sebuah tradisi bagi
masyarakat ketika ada pemilu maupun Pemilukada di Indonesia. Sehingga ketika ada
Pemilukada jangan heran dengan adanya konflik dimana-mana, karena ini disebabkan
oleh faktor ekonomi.
C. Faktor Karismatik
Teori-teori yang ditinjau hingga saat ini menjelaskan pengaruh pemimpin
pada sikap dan priaku berikut, dan kebanyakan proses pengaruh mengasumsikan
cukup banyak interaksi antara pemimpin dan pengikut. Menurut Meindl, teori
tersebut tidak menjelaskan mengapa atribusi karismati dilakukan oleh orang yang
tidak berinteraksi langsung dengan pemimpin, dan dalam beberapa kasus bahkan
tidak memiliki kesempatan untuk mengamati pemimpin itu dari jauh atau di televisi.
Orang demikian dapat ditemukan dalam suatu pergerakan sosial, agama baru, atau
fraksi politik revolusioner. Meindl menawarkan sebuah penjelasan tentang atribusi
karisma yang berfokus pada proses pengaruh di antara para pengikut itu sendiri
daripada pada bagaimana pemimpin secara langsung mempengaruhi masing-masing
pengikut.7
Proses yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana para pengikut saling
mempengaruhi adalah penularan sosial, yang melibatkan penyebaran spontan dari
reaksi emosional dan perilau di antara sebuah kelompok manusia. Proses ini terjadi
7 Meindl et al. Administrative Science Quarterly, (The Romance of Leadership. 1990), h. 78
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saat halangan atas kecenderungan tersembunyi dalam sebuah cara tertentu itu
dilepaskan dengan mengamati orang lain memperlihatkan perilaku secara terbuka.
Menurut Meindl, banyak orang memiliki identitas sosial heroik dalam konsep diri
mereka. Dengan kata lain, orang-orang ini memiliki sebuah citra positif tentang diri
mereka sendiri sebagai terlibat secara emosional dalam maksud yang berbudi di mana
mereka bersedia melakukan pengorbanan diri dan memberikan upaya tambahan.
Identitas sosial ini biasanya terhambat oleh identitas sosial lain yang lebih sentral
oleh norma sosial tentang perilaku yang tepat, dan oleh keinginan akan keuntunga
materi. Namun, orang-orang ini menunggu seorang pemimpin dan sebuah maksud
untuk mengaktifkan identitas sosial heroik. Pengaktifan akan paling mungkin terjadi
dalam sebuah krisis sosial di mana harga diri atau atau daya tahan orang itu terancam.
Berlawanan denga teori lain mengenai karisma, tidak terlau masalah bila benar-benar
menjadi pemimpin simbolis dari suatu maksud (dan fokus dari pujian berlebihan dari
pengikut) sepanjang orang itu cukup menarik dan luar biasa sehingga memenuhi
syarat untuk peran demikian. Jadi, kesetiaan dapat secara mendadak berpindah ke
idola atau pemimpin lain jika idola atau pemimpin yang awal tidak lagi ada atau
muncul seseorang lain yang lebih menarik.
Meindl berspekulasi bahwa proses penularan sosial dapat melibatkan
serangkaian tipikal dari peristiwa. Mungkin dimulai dengan beberapa anggota
marjinal yang merasa tidak aman yang tidak memiliki identifikasi sosial yang kuat
dengan sebuah organisasi dan lebih cenderung untuk menyimpang dari norma yang
ada. Sindrom perilaku heroik diaktifkan dalam orang-orang ini oleh seorang
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pemimpin yang muncul yang menyampaikan suatu ideologi yang menarik atau
membuat simbolnya (misalnya, orang itu merupakan keturunan dari seorang
pemimpin politik atau religius yang terkenal). Walaupun tidak disebutkan secara
spesifik oleh Meindl, proses pengaruh untuk para pengikut awal ini barangkali adalah
identifikasi pribadi. Mereka meniru prilaku yang tidak tradisional oleh pemimpin dan
melakukan hal-hal yang menjadi simbol kesetiaan terhadap maksud yang baru
(misalnya, mengenakan pakaian atau insignia khusus, merupakan penghormatan atau
sikap tubuh yang dibuat ritual, mengulang-ulang sumpah atau slogan khusus). Pada
awalnya, anggota lainnyamemandang prilaku dari para pengikut baru itu sebagai hal
yang aneh dan tidak tepat. Namun, saat halangan dari makin banyak orang
dilepaskan, beberapa orang yang awalnya ragu akan menjadi pengikut dan proses
penularan sosial dapat tersebut dengan cepat melalui oganisasi tersebut.8
Atribusi karisma bagi pemimpin terjadi sebagai bagian dari upaya oleh para
pengikut dalam memahami dan merasionalisasikan peranan dan perilaku mereka yang
baru. Kebutuhan akan jenis rasionalisasi ini bisa amat kuat saat penularan sosial
mengakibatkan perilaku yang tidak konsisten dengan identitas sosial yang biasa dan
keyakinan yang menyertai dari pengikut. Kualitas yang dihubungkan dengan seorang
pemimpin bisa menjadi amat dibesar-besarkan saat desas-desus dan cerita berputar di
antara orang-orang yang tidak memiliki kontak langsung dengan pemimpin itu.
Sebagai contoh, cerita mengenai perbuatan heroik dan prestasi luar biasa seorang
8 Ibid, h.80
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pemimpin dapat tersebar di antara para anggota sebuah pergerakan politis; cerita
tentang keajaiban yang dilakukan oleh pemimpin biasa tersebar di antara anggota dari
suatu sekte religius.
Kharisma dipandang oleh Weber sebagai kekuatan inovatif dan revolutif,
yang menentang dan mengacaukan tatanan normatif dan politik yang mapan. Otoritas
kharismatis didasarkan pada person ketimbang hukum impersonal. Pemimpin
kharismatik menuntut kepatuhan dari para pengikutnya atas dasar keunggulan
personal, seperti misi ketuhanan, perbuatan-perbuatan heroik dan anugerah yang
membuat dia berbeda.9
Menurut Thomas Gibson bahwa ada 3 tokoh masyarakat yang sangata
berpengaruh di Sulawesi selatan10. Dimana tokoh masyarakat itu adalah:
1. Bangsawan
Gelar Andi, menurut Susan Millar dalam bukunya ‘Bugis Weddings’ (telah
diterbitkan oleh Ininnawa berjudul (Perkawinan Bugis) disinggung bagaimana proses
lahirnya gelar Andi itu. Memang, seperti yang disinggung di atas, saat itu Pemerintah
Belanda di tahun 1910-1920an ingin memperbaiki hubungan dengan para bangsawan
Bugis dengan membebaskan keturunan bangsawan dari kerja paksa. Saat itu muncul
masalah bagaimana menentukan seorang berdarah bangsawan atau tidak. Akibatnya,
berbondong-bondonglah warga mendatangi raja dan menegosiasikan diri mereka
9Mohkusnarto, pemikiran maximilian http://mohkusnarto.wordpress.com/2011/02/10/pemikir-
maximilian-weber-1864-1920/
10Thomas Gibson, And the Sun Persued the Moon: Symbolic Knowledge & Traditional
Authirity among the Makassar, Honolulci: University of Hawai Press, 2007.
49
untuk diakui sebagai bangsawan, karena rumitnya proses itu maka dibuatlah sebuah
gelar baru untuk menentukan kebangsawanan seseorang dengan derajat yang lebih
rendah. di pakailah kata Andi untuk menunjukkan kebangsawanan seseorang dalam
bentuk sertifikat (mungkin sejenis sertifikat yang menunjukkan bahwa yang
bersangkutan telah lulus dalam kursus montir mobil atau sejenisnya).
Dari sumber berikutnya dapat kami uraikan sebagai berikut. Gelar Kebangsawanan
“Datu” adalah gelar yang sudah ada sejak adanya kerajaan Bugis, di Luwu misalnya,
semua raja bergelar Datu, dan Datu yang berprestasi bergelar Pajung, jadi tidak
semua yang bergelar Datu disebung Pajung. Sama halnya di Bone, semua raja
bergelar Arung, tapi tidak semua Arung bergelar Mangkau, hanya arung yang
berprestasi bergelar Mangkau. Begitu juga di Makassar atau Gowa, semua bangsawan
atau raja-raja bergelar Karaeng, hanya yang menjadi raja di Gowa yang bergelar
Sombaiya. Gelar kebangsawanan lainnya, mengikut kepada pemerintahan atau
panggaderen di bawahnya, seperti Sulewatang, Arung, Petta, dan lain-lain. Jadi gelar
itu mengikut terhadap jabatan yang didudukinya. Sementara untuk keturunannya
yang membuktikan sebagai keturunan bangsawan, di Makassar dipanggil Karaeng.
sedang di Bugis dipanggil Puang, dan di Luwu dipanggil Opu. Adapun gelar Andi,
pertama-tama yang menggunakannya adalah Andi Mattalatta untuk membedakan
antara pelajar dari turunan bangsawan dan rakyat biasa. Dan gelar Andi inilah yang
diikuti oleh turunan bangsawan Luwu, dan Makassar. Jadi di zaman Andi
Mattalattalah gelar ini muncul.
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Penggunaan Andi atau karaeng saat itu juga beragam di setiap kerajaan.
Bulukumba misalnya hanya menetapkan bahwa gelar Andi atau karaeng adalah
bangsawan pada derajat keturunan Raja. Pemerintahan Kerajaan Kindang merupakan
anak Kerajaan Gowa yang terbentuk sejak abad ke 17 Masehi dimana pada masa
Perjanjian Bungaya salah seorang saudara tertua Sombayya RI Gowa (Karaengta
Manangngi) kecewa dan tidak mau menerima hasil perjanjian tersebut sehingga
memilih untuk pergi mencari Daerah Kekuasaan dan ditemukanla Kindang sekaligus
sebagai Raja pertama yang memerintahkan. Adapun gelar Raja-raja Kindang sejak
dulu adalah Karaeng Kindang, bukti sejarah bahwa seluruh Raja-raja dimakamkan
diatas Bukti Saukang yang sekarang terletak di Dusun Bungaya Desa Kindang dan
sebuah Rumah Tua (Balla Sengnga) yang merupakan Istana Raja Kindang VII (Kurru
Dg. Sahi) yang masih utuh sampai sekarang.11
2. Ulama
Pengertian ulama dalam istilah fiqih memang sangat spesifik, sehingga
penggunaannya tidak boleh pada sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan
spesifik serta disetujui oleh umat Islam. Paling tidak, dia menguasai ilmu-ilmu
tertentu, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadits, ilmu ifiqih, ushul fiqih,qawaid fiqhiyah
serta menguasai dalil-dalil hukum baik dari Quran dan sunnah. Juga mengerti
masalah dalil nasikh mansukh, dalil 'amm dan khash, dalil mujmal dan mubayyan dan
lainnya. Dan kunci dari semua itu adalah penguasaan yang cukup tentang bahasa arab
11 A. Esfar Tenrisukki, LAKIP Kecamatan Kindang, (Kantor  Cam at Kindang Kab.
Bulukumba, 2011),h. 1.
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dan ilmu-ilmunya. Seperti masalah nahwu, sharf, balaghah, bayan dan lainnya.
Ditambah dengan satu lagi yaitu ilmu mantiq atau ilmu logika ilmiyah yang juga
sangat penting. Juga tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan dan wawasan dalam
masalah syariah, misalnya mengetahui fiqih-fiqih yang sudah berkembang dalam
berbagai mazhab yang ada. Semua itu merupakan syarat mutlak bagi seorang ulama,
agar mampu mengistimbath hukum dari quran dan sunnah.
3. Birokrat
Birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugas-tugas
administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas
kebijakan organisasinya. dalam bentuk ukuran besar maupun kecil, namun biasanya
istilah ini mengacu pada seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah.
Tugas dan pekerjaan umum sering berupa pekerjaan administrasi “pekerjaan meja”.
Menurut H. Rasyid, bahwa keikutsertaannya dalam partisipasi politik
Bulukumba untuk memilih bupati pada putaran ke II bukan karena banyaknya uang
para calon kandidat, akan tetapi saya ikut dalam Pemilukada disebabkan oleh faktor
karismatiknya seorang kandidat. Dimana salah satu kandidat ini ialah incumbent yang
tidak pernah dilupakan para masyarakat kecamatan Kindang terhadap jasa-jasa orang
tuanya yang begitu berpengaruh bagi masyarakat Kindang maupun kecamatan
Gangtarang. Dan Incumbent juga merupakan keturunan dari bangsawan atau karaeng
yang sangat dihormati di masyarakat Kindang.12 Sedangkan Ust. Asis mengatakan
12 Wawancara H. Rasyid, Masyarakat Desa Balibo. Di Desa Balibo, Kecamatan Kindang,
Kabupaten Bulukumba, Tanggal 25 Januari 2013.
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bahwa lebih cenderung memilih dari zaidin atau lawan dari incumbent karena
mementingkan Religius masyarakat Bulukumba, dimana salah satu pembuktiannya
yaitu menyumbang uang untuk pembangunan tiap-tiap mesjid yang ada di
Bulukumba. Itulah karismatik religius yang dimiliki kandidat nomor satu atau zaidin,
sehingga terpilih menjadi pemimpin di Bulukumba 2010 yang lalu.13
Adapun penyebab menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilukada dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik
masyarakat tahun 2010 pada Putaran ke II di Bulukumba bahwa berdasarkan
informasi dari responden dan wawancara dengan pihak terkait, peneliti menarik
kesimpulan bahwa tingginya tingkat penurunan partisipasi politik masyarakat di
Kecamatan Kindang disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya, alasan teknis,
ekonomis, apatis dan pesimis, idealis, kurangnya kesadaran, dan alasan karena tidak
berada di tempat. Dimana pada putaran pertama DPT di Kecamatan Kindang 21.577
suara, yang berpatisipasi sekitar 19.257 suara, dan yang tidak berpartisipasi atau
golput yaitu 2.320 suara. Sedangkan pada putaran ke II DPT di Kecamatan Kindang
21.577 suara, yang ikut berpartisipasi 16.532 suara, yang tidak atau golput yaitu
5.042 suara, jadi selisih penurunan partisipasi masyarakat Kecamatan Kindang yaitu
2.722 suara. 14
a. Golput Karena Alasan Teknis
13 Wawancara Ust. Asis, Masyarakat Desa Mattirowalie. Di Desa Balibo, Kecamatan
Kindang, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 25 Januari 2013
14 Wawancara Ramoddin, KPPS Kecamatan Kindang. Di Desa Balibo, Kecamatan Kindang,
Kabupaten Bulukumba, Tanggal 1 Februari  2013
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Golput dengan alasan teknis ini cenderung dilakukan dimana pemilih tidak
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini dapat terjadi karena beberapa hal:
1) Kesalahan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pendataan nama-
nama calon pemilih, atau dapat juga dikarenakan kurangnya koordinasi
dengan perangkat nagari yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2) Kesalahan dari pihak pemilih itu sendiri, misalnya pemilih telah terdaftar,
akan tetapi pada hari “H” yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk hadir
memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ada hal lain
yang lebih penting.
b. Golput Karena Pertimbangan Ekonomis
Pertimbangan ekonomis ini biasanya dihadapi oleh kelompok yang terdiri dari
rakyat kecil yang bermata pencaharian pada sektor informal, dimana penghasilannya
sangat terkait dengan intensitas pekerjaan, sehingga masyarakat pada kelompok ini
akan merasa rugi apabila meninggalkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan pada sektor
informal ini seperti petani dan pedagang-pedagang kecil yang mencari makan
bergantung kepada penghasilan harian, begitu juga karyawan dengan upah harian dan
pekerja serabutan lainnya.
c. Golput karena alasan apatis dan pesimis
Golput dengan alasan apatis dan pesimis ini disebabkan karena:
1) Sikap acuh tak acuh dan tidak percaya dengan pemerintah dan calon yang
ada. Akibatnya pemerintah menjadi tidak bisa melaksanakan kebijakan-
kebijakan mereka di karenakan masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi,
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begitu juga dengan para calon, masyarakat menganggap caloncalon yang ada
tidak memenuhi kriteria pemimpin yang baik, tidak ada yang
ideal/sempurna, dan tidak akan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat,
sehingga lebih memilih golput.
2) Kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini disebabkan
banyak pemilih yang belum mengenal pemimpinnya, selain wajah-wajah
yang terpampang di baliho-baliho kampanye maupun iklan di media massa,
terlebih lagi nyaris tidak ada calon yang memaparkan program-programnya
dengan jelas. Sehingga masyarakat menjadi ragu dan lebih memilih untuk
golput.
3) Ketidaktahuan kapan jadwal pemilihan. Hal ini lebih disebabkan kurangnya
peranan media atau KPPS dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan
Pemilu Kada kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mendapatkan
sosialisasi mengenai kapan jadwal pelaksanaan Pemilukada.
d. Golput karena alasan idealis
Alasan idealis artinya menetapkan pilihan untuk golput, karena memilih
sekalipun tidak akan merubah keadaan. Hal ini juga bisa disebabkan oleh perasaan
bosan masyarakat terhadap politik, seperti bosan dengan janji-janji muluk para calon,
serta bosan karena terlalu seringnya pelaksanaan Pemilu namun tidak memberikan
perubahan apa-apa bagi daerah. Alasan ini biasanya di anut oleh masyarakat yang
sudah tidak percaya lagi terhadap sistem dan penguasanya. Namun mereka tidak
dapat berbuat apa-apa untuk merubah sistem, sehingga mereka memilih untuk golput.
55
e. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat kecamatan Kindang ini lebih disebabkan
oleh kurangnya pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu akan
manfaat dan tujuan dari Pemilukada itu sendiri.
f. Alasan Karena Tidak Berada Di Tempat
Masyarakat terpaksa memilih golput dikarenakan tidak berada di tempat,
seperti berada di luar kota dan terikat dengan tanggung jawab baik pekerjaan, maupun
dengan perguruan tinggi bagi mahasiswa. Meskipun masih terdapat sebagian
masyarakat yang dengan penuh kesadaran pulang hanya untuk memberikan suara
pada Pemilukada, namun jumlahnya tidak banyak.
D. Faktor Primordial
Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh
hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan,
maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Primordialisme
berasal dari kata bahasa latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya
tenunan atau ikatan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala
nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap
primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya
kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok
memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif
dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang
lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah
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tersosialisasi sejak kecil dan menjadi nilai yang mendarah daging dan cukup susah
berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan dirinya.15
1. Penyebab-penyebab terjadinya primordialisme
Salah satu konsekuensi dari kenyataan adanya kemajemukan masyarakat atau
diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme, yaitu pandangan atau paham
yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat
pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordialisme sebagai
identitas sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting dalam
memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan dalam menghadapi
ancaman dari luar. Namun, seiring dengan itu, primordialisme juga dapat
membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial
lain.16 Primordialisme dapat terjadi karena faktor-faktor berikut:
a. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok
atau perkumpulan sosial.
b. Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau
kesatuan sosial dari ancaman luar.
c. Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai
keagamaan dan pandangan hidup.
2. Jenis-jenis Primordialisme
15Mohkusnarto, Masyarakat Multikulturalisme. http:// mohkusnarto. wordpress. com/
masyarakat multikulturalisme/2013/01.
16Uphilunyue, Ekstrimmisme,dan Primordialisme. http://uphilunyue. blogspot.com/2013/01/
ekstrimisme-dan-primordialisme. Html #ixzz2UJ5YOu9c.
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a. Primordialisme Suku
Primodialisme suku adalah seseorang yang terikat dengan sukunya sendiri
daripada suku yang lain. Contoh : Kelompok suku Bugis yang keras, tidak mau
mengalah, menganggap kepercayaannya paling sempurna dan mau menang sendiri
terhadap suku Dayak. Sedangkan di kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba yang
paling menonjol adalah masyarakat bangsawan (karaeng) dibandingkan dengan
masyarakat biasa.
b. Primordialisme Agama
Primodialisme agama adalah seseorang yang mempercayai atau berpegang
teguh pada agamanya sendiri dan cenderung fanatik. Contoh: Sekelompok orang dari
FPI yang menganggap agamanya paling benar dan unggul dari agama lain dan
menyebabkan konflik karena pemikirannya. Sedangkan dikecamatan Kindang tidak
menonjol kelompok-kelompok agama para calon bupati didalam Pemilukada putara
ke II Bupati Bulukumba 2010.
c. Primordialisme Kedaerahan
Primodialisme kedaerahan adalah seseorang yang terikat dengan daerahnya
sendiri ketimbang daerah lainnya. Contoh: pemikiran yang beranggapan kepentingan
kelompok suatu daerah tertentu harus mengalahkan kepentingan daerah lain atau
lebih mementingkan daerahnya sendiri.
Hasanuddin 40 tahun (Balibo) berpendapat bahwa Primordial merupakan
faktor yang sangat berpengaruh dalam Pemilukada Bupati Bulukumba karena para
calon bupati berbeda etnik dimana incumbent ini adalah keturunan raja atau karaeng
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sedangkan lawannya merupakan keturunan rakyat biasa. Perbedaan etnik ini
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Bulukumba terutama masyarakat
kecamatan Kindang sebab terdapat dua etnik. Sehingga pemilihan bupati putaran ke
II 2010 kemarinn sangat seru untuk kita ingat selalu karena pertama kali di
bulukumba diadakan memilih dua kali semenjang saya hidupku dan akan menjadi
sejarah di Bulukumba.17
Kesimpulannya bahwa pada Pemilukada bupati putaran ke II 2010 di
Bulukumba ternyata para calon-calon bupati bersaing etnik dimana incumbent adalah
keturunan bangsawan (karaeng) sedangkan Zaidin adalah keturunan rakyat biasa atau
seorang pebisnis. Akan tetapi di kecamatan Kindang yang paling menonjol adalah
keturunan bangsawan karena incumbent tersebut adalah keturunan dari Andi atau
karaeng.
17 Wawancara Hasanuddin, Masyarakat Kecamata Kindang. Di Desa Oro Gading, Kecamatan
Kindang, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 20 Januari 2013.
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BAB IV
PARTISIPASI POLITIK KELOMPOK KEPENTINGAN DI KECAMATAN
KINDANG DALAM PEMILUKADA BUPATI BULUKUMBA
PUTARAN KE II 2010
Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai
pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan
pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, teroganisir atau spontan,
mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif
atau tidak efektif.1
Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah
dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada
bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Salah satu sebab
kelompok ini muncul adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang
sangat kecil pengaruhnya, terutama di Negara-negara yang jumlah penduduknya
berjumlah besar. Melalui kegiatan mengabungkan diri dengan orang lain menjadi
suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.
Tujuan kelompok ini ialah memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih
menguntungkan mereka.2
1 Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political
Participation in Develoving Countries (Cambridge, Mass: Harvard University Press,
1977), h. 3.
2 Marcus Ethridge, dan Howard Handelman, Politics in a Changing Society: A
Comparative Introduction to Political Science (New York: St Martins Press, 1994), h.
150.
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Adapun beberapa kelompok kepentingan yang berpengaruh di Kecamatan
Kindang dalam Pemilukada Bupati Bulukumba pada putaran ke II 2010 yaitu:
A. Partai  Politik
Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif
yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka
yang memusatkan perhatiannya kepada kekuasaan pemerintahan dengan bersaing,
untuk mendapatkan dukungan rakyat, dengan kelompok-kelompok lain yang
mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Setiap partai politik dibedakan
dengan partai politik yang lain dari orientasi, nilai-nilai dan cita-cita atau tujuannya.
Partai politik memainkan peran penting sebagai penghubung antara aspirasi dan
idiologi warga masyarakat dengan pemerintah. Salah satu fungsi partai politik yang
penting adalah fungsi komunikasi politik, disamping fungsi sosialisasi politik,
partisipasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan agregasi
kepentingan.3
H.Askar salah satu ketua DPC partai PPP Bulukumba dalam wawancara saya
mengatakan bahwa peranannya dalam partisispasi politik untuk Pemilukada putaran
ke II 2010 begitu antusias dalam mengawasi masyarakat Kecamatan Kindang. Lebih
lanjut H. Askar HL. SE, mengatakan bahwa walaupun saya tidak lolos sebagai calon
wakil bupati pada putaran ke II dalam Pemilukada 2010, akan tetapi saya tetap
3Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politikl, (Jakarta: PT Gramedia. 2008),
h. 397.
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partisipasi untuk mengawasi jalannya Pemilukada ini, sebab peranan saya sangat
dibutuhkan oleh masyarakat kecamatan Kindang.4
Pada putaran ke II Pemilukada bupati Bulukumba 2010, A. Sukri Sappewali
(Aspirasi) tetap unggul dari lawanya Zainuddin Hasan (Zaidin) di Kecamatan
Kindang. Dimana daftar pemilih tetap (DPT) Kecamatan Kindang yaitu sebanyak
21.577 suara, total suara yang diperoleh Aspirasi sebanyak 10.541 suara, dan total
suara Zaidin sebanyak 5.991 suara sedangkan yang Golput sebanyak 5.042 suara.
Adapun partai yang mengusung masing calon tersebut: Zaidin partai sedangkan
Aspirasi partai Golkar, dan beberapa partai-partai yang bergabung atau berkoalisi
pada putaran ke II dalam Pemilukada bupati Bulukumba 2010, seperti Aspirasi yaitu
partai Golkar, partai Patriot, PPP, Hanura, dll sedangkan Zaidin partai Demokrat
yaitu PKB, PKNU, partai Gerindra, partai Merdeka, PBB, PAN, PKS, Dan PKP, dll. 5
B. Tokoh Masyarakat
Dalam Pemilukada, tokoh masyarakat biasanya berpartisipasi bila mereka
percaya bahwa kegiatan tersebut mempunyai efek (political efficacy) atau
berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, karena kebutuhan dan
kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan melalui
suara yang telah diberikan dalam pemilihan. Mereka percaya bahwa suara mereka
4 H. Askar HL, ketua DPC Bulukumba partai PPP. Wawancara oleh Penulis
Di Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, Tanggal  5 Februari 2013
5Regional, Kompas. http://regional.kompas.com/read/2011/09/07/04403617
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didengar dan diperhatikan oleh para pengambil kebijakan untuk membuat keputusan-
keputusan yang adil bagi mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa mereka
dapat ikut menentukan nasib sendiri melalui pilihan yang telah mereka berikan dalam
pemilihan umum. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara
mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin terlibat dalam proses dan
kegiatan politik. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi
dalam pemilihan umum dianggap semakin baik karena akan semakin meningkatkan
legitimasi penyelenggara pemilihan umum  maupun pemerintahan yang terbentuk
dari hasil pemilihan umum tersebut. Oleh karena itu peranan tokoh masyarakat sangat
di perlukan dalam partisipasi politik.
Menurut H. A. Penne sebagai, tokoh masyarakat mengatakan, bahwa saya
akan mengawasi dan menjaga masyarakat Kecamatan Kindang dalam  pemilukada
bupati putaran ke II 2010 agar Pemilukada ini berjalan dengan lancar dan aman
sebagai mana pada putaran pertama. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat
Bulukumba kita harus menjunjung tinggi nama baik Kecamatan Kindang dalam
menjalankan Pemilukada ini apa yang kita ingin dapat terpenuhi. Oleh karena itu
dalam pemilukada ini kita harus menjunjung tinggi niali-nilai moral dan etika dalam
perpolitikan di Kecamatan Kindang.6
6 Wawancara H. A. Penne, Tokoh Masyarakat, Di Kecamatan Kindang
kabupaten Bulukumba, Tanggal  4  Februari 2013
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C. Partisipasi Pemuda
Pemilukada secara langsung sebagai arena politik, memberikan ruang yang luas
bagi pemuda untuk berpartisipasi. Pemilukada sebagai bentuk pengajawantahan
sistem demokrasi langsung merupakan proses politik lokal, dimana rakyat di daerah
diberikan hak politiknya untuk menentukan secara langsung pemimpinnya tanpa
melalui perwakilan sebagaimana sistem pilkada tidak langsung. Pilkada langsung
diselenggarakan oleh KPUD yang penyelenggaraannya dilakukan melalui tahapan-
tahapan; pendaftaran dan penetapan pemilih, pengajuan calon dan penetapan calon
kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon
terpilih dan pelantikan. Dari pelaksanaan tahapan tersebut, pemuda dapat
berpartisipasi sebagai penyelenggara dengan masuk kedalam struktur penyelenggara
seperti menjadi anggota KPUD, PPK, PPS, KPPS ataupun menjadi anggota
Pengawas Pemilukada dan bisa juga berpartisipasi sebagai pemantau pemilukada.
Pemuda dapat juga berpartisipasi sebagai peserta pilkada yakni mengajukan diri
sebagai calon kepala daerah. Untuk dapat menjadi calon kepala daerah dapat melalui
jalur partai politik dengan ketentuan diusung oleh partai politik yang memiliki suara
atau kursi sekurang-kurangnya 15%, atau dapat juga melalui calon perseorangan.
Partisipasi politik pemuda dapat pula dilakukan dengan berperan serta mengawasi,
mengawal setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilukada agar dapat berjalan
secara free dan fair. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat
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memberikan arti bagi proses penyelenggaraan pilkada dapat berjalan aman damai
dan demokratis.7
Dari pemaparan tersebut, partsipasi politik pemuda dalam Pemilukada langsung
menjadi sangat penting dan strategis oleh karena:8
1. Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi
demokrasi kearah yang lebih substantif yakni terlaksananya pilkada secara
free dan fair.
2. Untuk mengawal proses tersebut, pemuda dapat berkiprah baik sebagai
penyelenggara, peserta ataupun pengawas proses penyelenggaraan pilkada;
3. Pemuda harus dapat tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik
dalam proses demokrasi, artinya pilkada langsung harus dapat berjalan sesuai
aturan hokum yang berlaku, sikap dan prilaku politik yang dijalankan harus
menjunjung tinggi etika dan sopan santun politik sehingga tidak menerapkan
praktik-praktik politik yang kotor, menghalalkan segala cara dan
menggunakan cara-cara kekerasan atau premanisme politik.
4. Pemuda harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi; menghormati hak dan
kewajiban orang lain, menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada
pragmatisme politik.
7 AA. G. Oka Wisnumurti, Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilukada,
Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, 2010.
8 Ibid.
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Agar kiprah, peran dan partisipasi politik pemuda dapat diperhitungkan, maka
setiap pemuda hendaknya memiliki:
1. Komitmen yang kuat, berketeguhan hati dan konsistensi memperjuangkan dan
mewujudkan cita-cita bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.
Tidak terjebak pada sikap yang ambigu, tidak memiliki keteguhan hati dan
komitmen bagi idealisme atau ideologi, asas perjuangan dan cita-cita.
Komitmen menyangkut kontrak nurani yang harus dipegang teguh untuk
merealisasikan cita-cita melalui alat perjuangan. Apabila ini dapat dipegang,
niscaya akan menjadi pemuda yang tidak dicap sebagai “kutu loncat”.
2. Integritas, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, fibrasinya
dapat dirasakan dan dilihat dari sikap dan prilaku yang santun dalam
berpolitik. Banyak pihak beranggapan keliru, bahwa politik itu adalah kejam,
politik itu menghalalkan segala cara sepanjang tujuan tercapai menabrak
rambu-rambu sekalipun itu dibenarkan. Dalam hitungan yang sangat pendek
dan pragmatis mungkin ya. Namun sesungguhnya itu adalah semu. Oleh
karenanya integritas diri merupakan investasi jangka panjang yang patut
dijaga sebagai hikmah kebijaksanaan.
3. Kompetensi, yakni kemampuan atau kualitas sumber daya manusia menjadi
modal dasar yang harus dikembangkan secara terus menerus. Kemampuan
untuk memahami orang lain, mengidentifikasi dan merumuskan
permasalahan, mencarikan solusi merupakan proses pembelajaran dan
pendewasaan yang mensti terus menerus dikembangkan.
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4. Konstituensi, meliputi dukungan dan jaringan dari sebanyak-banyaknya
masyarakat. Menjalin hubungan baik serta membina jaringan yang telah
terbangun merupakan pekerjaan yang tidak boleh diabaikan dalam berkiprah.
Karena bagaimanapun juga kepercayaan dan upaya untuk mendapatkan
kekuasaan dengan cara-cara yang elegan seperti mempengaruhi pihak lain
sehingga pihak yang dipengaruhi tidak merasa direndahkan dan atau senang
untuk memberikan dukungan akan memberikan nilai positif.9
Akhirnya, usia bukanlah ukuran untuk menentukan kiprah, fungsi dan
peran serta kedewasaan politik seseorang. Banyak pemuda yang memiliki kecakapan,
kedewasaan dan kebijaksanaan politik yang melebihi orang tua. Tidak sedikit pula
orang tua yang menunjukkan sikap politik yang kekanak-kanakan. Oleh karena
politik itu tidak hanya ilmu, tetapi seni untuk bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat, seni untuk mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan
kekuasaan maka dalam implementasinya dibutuhkan rasio, rasa, sensitifitas dan
kehalusan jiwa untuk memainkannya dalam artian diperlukan kecerdasan
intelegensia, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Inilah sesungguhnya
esensi partisipasi politik.
Salah satu lembaga Pemuda di masyarakat Kecamatan Kindang dapat saya
wawancari yaitu BMKB (Barisan Muda Kindang Bulukumba) yang mengatakan
bahwa menjelang Pemilukada Bupati 2010 yang terjadi dua putaran maka dari itu,
9 Ibid, h. 4.
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sebagai lembaga masyarakat cukup sibuk mengontrol dan mengawasi masyarakat
jangan sampai ada perselisihan antara para pendukung calon bupati tersebut. Oleh
karena itu, menyadarkan masyarakat agar pemilukada ini adalah ajang pembelajaran
demokrasi masyarakat terutaman di kecamatan Kindang karena pertama kali terjadi
dilakukan dua putaran dalam pemilihan bupati di Sulawesi Selatan. Dan disinilah
peranan politik barisan muda dapat dilihat dari partisipasi politik pemuda sebagai
bagian dari sistem politik yakni dalam suprastruktur politik dan infra struktur politik.
Dalam supra struktur politik, pemuda merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam
sistem pemerintahan. Sebagai warga Negara, setiap pemuda harus memahami tentang
hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk melakukan bela negara.
Dalam infra struktur politik, Pemuda dapat berkiprah dalam kegiatan partai politik,
pada kelompok kepentingan, kelompok penekan maupun kelompok anomi. Inilah
arena politik yang dapat digunakan oleh pemuda dalam berpartisipasi.10
A. Refleksi Penulis
Menurut penulis bahwa dalam Pemilukada bupati putaran ke II 2010 kemarin
ini memang sangatlah penting untuk di diteliti sebagai mana yang dikatakan oleh
kelompok Pemuda di atas bahwa pertama kali di laksanakan Pemilukada bupati dua
putaran di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peranan penulis dalam pemilukada
tersebut tidak terlalu berperan penting bagi masyarakat banyak, walaupun penulis
10 Awaluddin. Lembaga Swadaya Masyarakat, Wawancara oleh Penulis Di
Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, Tanggal  3 Februari 2013.
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berasal daerah tersebut, kerena pada waktu itu penulis menjalankan kewajiban
sebagai mahasiswa akan tetapi penulis hanya berperan terhadap keluarga saja.
Sebab peranan penulis untuk keluarga dalam Pemilukada 2010 kemarin yang
mengajarkan atau mengingatkan masyarakat agar menjadi pemilih rasional agar tidak
terpengaruh dari berbagai godaan para team sukses calon bupati. Oleh karena itu ,
Allah telah melarang kita memilih seorang pemimpin yang tidak adil dan jujur. Dan
melarang kita menerima sebuah inbalang (barang) dalam memutuskan sebuah
perkara. Adapun ayat tentang pemberian (sogot) dalam perkara yang dilarang untuk
diterima di jelaskan dalam Al qur’an tersebut (QS. Al-maidah: 42)
s







Terjemahnya:
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak
memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu
(untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau
berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak
akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan
perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.11
Jadi, pernyataan ayat diatas sudah sangat jelas, bahwa kita dilarang oleh Allah
memihak salah satunya dalam pengambilan keputusan baik dari kalangan islam
11 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya
(Jakarta:Toha Putra, 2001), h. 56.
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maupun kalangan yahudi. Apalagi dalam Pemilukada, karena dalam Pemilukada
dapat menyebabkan terjadinya konflik apabila kita memihak kepada salah satu calon
bupati tersebut dalam memilih, sehingga dapat terjadi perselisihan antara pendukung
satu dengan pendukung lainnya. Padahal masalah memilih itu adalah hak masing-
masing individu dalam menentukan hak pilihannya. Sehingga penulis berkomitmen
bahwa jangan sampai ada konflik dimasyarakat dalam Pemilukada bupati di
Bulukumba baik pada 2010 maupun akan datang.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas mengenai partisipasi politik masyarakat Kecamatan
Kindang dalam pemilu umum maupun pemilu daerah (Pemilukada) putaran ke II
maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat Kindang sangatlah penting
guna keberlangsungan demokrasi di Negara ini. Serta juga memberikan sebuah
pencerahan bagi masyarakat umum bagaimana partisipasi tersebut jangan salah
digunakan dalam pemilihan umum.
1. Dalam hal ini yaitu dengan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kindang dalam Pemilukada bupati
putaran ke II seperti :
a. Faktor Rasional
Pilihan Rasional (rational choice theory) adalah ketika dihadapkan pada
beberapa jenis tindakan orang biasanya melakukan apa yang mereka yakini
kemungkinan mempunyai hasil yang terbaik dan menyatakan bahwa Pilihan rasional
adalah bagian dari perangkat yang sangat diperlukan oleh para pakar ilmu politik,
karena ada fenomena politik penting yang sebagian bisa dijelaskan oleh teori.
Bahwa dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan dikecamatan Kindang
hanya sebagian kecil saja pemilih yang benar-benar memilih secara rasional tanpa ada
pengaruh-pengaruh dari luar, baik dari keluar maupun dari tim sukses para calon
bupati tersebut.
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b. Faktor Ekonomis
Faktor ekonomis merupakan salah satu penyebab keikutsertaan masyarakat
kecamatan Kindang dalam partisipasi politik pemilukada bupati putaran ke II 2010.
Salah satu penyebabnya yaitu adanya serangan fajar (money politik). Dalam sistem
politik yang lain ada yang namanya “Serangan Fajar” bagi para bakal calon kepala
daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan
adalah H-2 (dua hari sebelum pemilihan) dan H-1(satu hari sebelum pemilihan)
c. Faktor Karismatik
Proses yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana para pengikut saling
mempengaruhi adalah penularan sosial, yang melibatkan penyebaran spontan dari
reaksi emosional dan perilau di antara sebuah kelompok manusia. Proses ini terjadi
saat halangan atas kecenderungan tersembunyi dalam sebuah cara tertentu itu
dilepaskan dengan mengamati orang lain memperlihatkan perilaku secara terbuka.
Bahwa ternyata,  masih banyak masyarakat kecamata Kindang ikut serta
dalam Pemilukada disebabkan oleh faktor karismatiknya seorang calon bupati.
Dimana masyarkat Kecamatan Kindang melihat jasa-jasa yang tak pernah terlupakan
yang pernah di perbuat oleh orang tua calon terhadap kecamatan Kindang. Sehingga
masyarakat kecaamatan Kindang tetap optimis untuk memilih imcumbent tersebut.
d. Faktor Primordial.
Salah satu konsekuensi dari kenyataan adanya kemajemukan masyarakat atau
diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme, yaitu pandangan atau paham
yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat
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pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordialisme sebagai
identitas sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting dalam
memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan dalam menghadapi
ancaman dari luar. Namun, seiring dengan itu, primordialisme juga dapat
membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial
lain.
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Thomas
Gibson ada 3 tokoh yang paling berpengaruh di Sulawesi ternyata dicamatan Kindang
terdapat salah satu dari 3 tokoh tersebut, yaitu tokoh bangsawa sebab di kecamatan
kindang memang masih kental yang namanya keturunan bangsawan (karaeng). Dan
pengaruh bangsawan dalam Pemilukada itu karena salah satu calon bupati tersebut
adalah keturunan bangsawan (karaeng).
2. Kemudian peranan partisipasi kelompok kepentingan Kecamatan Kindang dalam
Pemilukada bupati putaran ke II di Bulukumba seperti:
a. Partai Politik
Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif
yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka
yang memusatkan perhatiannya kepada kekuasaan pemerintahan dengan bersaing,
untuk mendapatkan dukungan rakyat, dengan kelompok-kelompok lain yang
mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda,
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b. Tokoh Masyarakat
Dalam Pemilukada, tokoh masyarakat biasanya berpartisipasi bila mereka
percaya bahwa kegiatan tersebut mempunyai efek (political efficacy) atau
berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, karena kebutuhan dan
kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan melalui
suara yang telah diberikan dalam pemilihan,
c. Partisipasi Pemuda
Pemilukada secara langsung sebagai arena politik, memberikan ruang yang
luas bagi pemuda untuk berpartisipasi. Pemilukada sebagai bentuk pengajawantahan
sistem demokrasi langsung merupakan proses politik lokal, dimana rakyat di daerah
diberikan hak politiknya untuk menentukan secara langsung pemimpinnya tanpa
melalui perwakilan sebagaimana sistem pilkada tidak langsung
d. Refleksi
Partisipasi politik dalam kesejahteraan demokrasi di Indonesia ini terutama
Kecamatan Kindang. Dan juga bagi masyarakat umum Bulukumba, sepatutnyalah
untuk lebih cerdas dalam menanggapi semua iming-iming dan janji-janji yang
diberikan oleh para calon kandidat Pemilukada dalam kampanye-nya. Dan juga lebih
selektif dalam memilih apa yang sesuai dengan hati nurani kalian.
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai
berikut:
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1. Bagi masyarakat Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, hendaknya mau
dan mampu berpikir terbuka mengenai manfaat dan fungsi partai bagi
kemajuan perpolitikan bangsa.
2. Bagi mahasiswa, hendaknya selalu memperbaharui informasi terkait dengan
perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan
pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat membantu
penyelesaian masalah yang ada melalui keilmuan yang dimiliki.
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LAMPIRAN:
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PUTARAN KE II 2010 DI
KABUPATEN BULUKUMBA
Calon Bupati Bulukumba Nomor Urut 1
Cawabup Bulukumba Nomor Urut 1
Nama : H Zainuddin Hasan
TTL : Makassar, 7 Maret 1954
Pekerjaan : Bupati Pohuwato, Provinsi
Gorontalo, dan pengusaha
Ketua Umum Partai Demokrasi
Kebangsaan (PDK) Provinsi
Gorontalo 2003 – 2008
Keluarga : Isteri Hj Nurhayati Lasaleng
Nama : Bupati H Syamsuddin SH MH
TTL : Bulukumba, 5 Mei 1953
Pekerjaan : Sekda Kabupaten Bantaeng
Keluarga : Isteri Hj Sanawiah
Calon Bupati Bulukumba Nomor Urut 6
Cawabup Bulukumba Nomor Urut 6
Nama : A. Muh. Sukri Sappewali
TTL : Ponre, Kecamatan Gantarang,
Bulukumba, 22 Oktober 1956
Pekerjaan : Bupati Bulukumba periode
2005-2010 (purnawirawan
perwira Kodam
VII/Wirabuana)
Isteri Dra. Hj. Rosnah Rosman
Nama : H. Abdul Rasyid Sarehong
TTL : Gunturu, Bulukumba, 31
Desember 1963
Pekerjaan : PNS pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Provinsi Sulsel
Isteri Hj. Norma Rasyid
Pasangan Aspirasi 2010
Calon Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang saat ini menjabat
Bupati Bulukumba. Ketua DPC Partai Patriot Bulukumba itu bahkan jauh
sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk terjung ke politik, termasuk mengincar
kursi Bupati Bulukumba 2010-2015. Incumbent Tumbang di Bulukumba
Keterangan gambar di atas: Bupati Bulukumba Sukri Sappewali yang diusung
Partai Golkar kalah dalam Pemilukada putaran kedua, 23 Agustus 2010, dari
lawannya Zainuddin Hasan.
Anggaran Pemilukada Bulukumba
KPUD Usulkan Rp14 Miliar
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulukumba akan
mengajukan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2010 sebesar
Rp14 miliar kepada pemerintah setempat. Rencana pengajuan anggaran ini terungkap
pada pertemuan antara KPUD dengan Bupati Bulukumba Sukri Sappewali di aula
kantor bupati, Selasa."Jumlah Rp14 miliar itu baru hitungan sementara, nanti bisa
saja berubah. Selain anggaran Pilkada, juga dibahas mekanisme dan tahapan
pemilukada," kata anggota KPU Bulukumba Azry Yusuf. Menurut dia, ada sejumlah
item kegiatan yang memerlukan anggaran, seperti kegiatan sosialisasi dan pendidikan
politik, rekrutmen panitia pengawas (Panwas), petugas pemilu kecamatan (PPK) dan
petugas pemungutan suara (PPS). Semua ini membutuhkan biaya dan tidak bisa
ditunda. Pertemuan dengan Bupati AM Sukri Sappewali dihadiri lima anggota KPU
Bulukumba. Mereka adalah Arun Spink (ketua), Mawardi, Azry Yusuf, M Kasim,
serta Nur Hidayah. Sementara itu, Bupati AM Sukri Sappewali didampingi Wabup
Padasi, Sekda Andi Untung AP, serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Namun pertemuan tersebut belum menyepakati besarnya biaya Pilkada seperti
rancangan yang diajukan KPUD karena masih akan dilakukan pertemuan lanjutan
antara kedua belah pihak. "Masih ada pertemuan lanjutan, terutama untuk membahas
besarnya biaya yang dibutuhkan," Pada Pilkada Bulukumba 2010, Bupati Sukri
Sappewali dan Wakil Bupati Padasi sudah pecah kongsi. Namun hingga kini, belum
satupun partai yang secara jelas mengarahkan dukungan. Sukri Sappewali masih
harus bekerja keras mencari dukungan partai. Meski Bupati incumbent ini telah
mendaftarkan diri lewat Partai Golkar, namun masih harus melewati survei yang akan
dilakukan partai beringin ini.
PEMKAB Bulukumba Siapkan Anggaran Pemilukada Putaran Kedua
Bupati Bulukumba A.Sukri Sappewali tidak menyetujui adanya penolakan
DPRD Bulukumba atas usulan KPU Bulukumba terkait dana pemilu kada putaran
kedua (2). Sukri yang ditemui kemarin menyatakan, tidak ada alasan bagi dewan
menolak usulan KPU Ini, bahkan dia juga menegaskan dewan tidak punya
kewenangan untuk tidak menyetujui permohonan tersebut tegasnya tidak ada alasan
untuk menolak Sukri menjelaskan proses pemilu kada merupakan tugas negara yang
harus dijalankan berdasarkan permendagri NO.44, Pemerintah daerah membantu
KPU Dalam penyelenggaraan Pemilukada. Sebenarnya anggaran di usulkan KPU
melalui eksekutif sekitar Rp.18 M.Namun yang diamini Rp.14 M. Jadi menurutnya
pemkab Bulukumba sudah siap untuk melakukan pemilu kada putaran kedua.
Daftar Kekayaan Semua Cabup-Cawabup 2010 Bulukumba
Bulukumba, RCA News- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba
melansir daftar kekayaan enam pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba
yang akan bersaing di Pilkada 2010. Berikut daftar kekayaan cabup-cawabup dalam
release KPU.
1. Zainuddin yang saat ini masih menjabat Bupati Puhowotu, Provinsi
Gorontalo, bertengger di urutan pertama dengan kekayaan sebesar Rp 29
miliar lebih. Terdiri atas harta bergerak (kendaraan) Rp 870 juta dan tidak
bergerak Rp 28 miliar lebih.
2. Kahar Muslim sebanyak Rp 276 juta. Terdiri atas harta tidak bergerak
(perkebunan) Rp 100 juta dan bergerak Rp 176 juta. Posisi kedua ditempati
Askar yang calon wakil bupati pendamping Kahar Muslim. Total kekayaan
yang dilaporkan Askar Rp 25 miliar lebih, terdiri atas harta bergerak
(kendaraan) Rp 112 juta lebih, harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp
464 juta, dan perkebunan Rp 25 miliar.
3. calon wakil bupati Rasyid Sarehong Rp 20 miliar lebih, yakni harta tidak
bergerak (tanah bangunan) Rp 19 miliar, bergerak (kendaraan) Rp 176 juta
lebih, dan tabungan Rp 40 juta lebih. Rasyid adalah pendamping AM Sukri
Sappewali.
4. Muhammad Arief memiliki daftar kekayaan Rp 7 miliar, terdiri atas harta
tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp 5 miliar lebih, harta bergerak
(kendaraan) Rp 415 juta, dan tabungan Rp 1,5 miliar lebih.
5. Calon bupati incumbent, AM Sukri Sappewali berada di urutan kelima
dengan Rp 2 miliar lebih yang terdiri atas harta tidak bergerak (tanah dan
bangunan) Rp 1 miliar lebih dan harta bergerak (kendaraan) Rp 916 juta.
6. Calon wakil bupati Syamsuddin yang berpaket Zainuddin di urutan keenam,
memiliki kekayaan Rp 1,6 miliar lebih. Berupa harta tidak bergerak (tanah
dan bangunan) Rp 1 miliar lebih dan harta bergerak (kendaraan) Rp 562
lebih.
7. Posisi ketujuh, calon bupati Andi Puli Sultan yakni Rp 1 miliar lebih, berupa
harta tidak bergerak Rp 934 juta lebih, bergerak 112 juta lebih, perkebuanan,
pertanian dan perikanan Rp 37 juta.
8. calon wakil bupati Hafied Makking yang berpaket M Arief, memiliki
kekayaan Rp 670 juta lebih (harta tidak bergerak Rp 382 juta lebih dan harta
bergerak Rp 287 juta lebih).
9. Lalu disusul Yusni Mappanyulle Rp 583 juta. Yusni yang Kepala
Inspektorat Gowa adalah calon wakil bupati pendamping A Syafruddin
Amjar.
10. Calon wakil bupati, Dr A Sumrah, memiliki kekayaan Rp 534 juta lebih
(harta tidak bergerak Rp 435 juta dan tabungan Rp 99 juta lebih). Akademisi
ini berduet A Puli Sultan.
11. Sedangkan daftar kekayaan calon bupati A Syafruddin Amjar Rp 288 juta.
Terdiri atas harta tidak bergerak Rp 149 juta lebih, bergerak Rp 125 juta, dan
tabungan Rp 14 juta.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Penulis dari skripsi yang berjudul, Partisipasi Politik Masyarakat
Kecamatan Kindang dalam Pemilukada (Bupati) Putaran Ke II
2010 Di Kabupaten Bulukumba. Bernama lengkap
MUHAMMAD ASDAR, Putra Bungsu dari tujuh bersaudara
Pasangan H. PAGU dan Hj. HASINA. Lahir pada Tanggal 8
Oktober 1987 di Borong Desa Balibo Kecamatan Kindang
Kabupaten  Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 234
Matriwalie Desa Balibo pada 1996 sampai 2001. Sekolah Menengah Pertama Negeri
2 Gangking Desa Bialo pada tahun 2001 sampai 2005. Sekolah Menengah Atas
Karya Sahari Bulukumba pada tahun 2005 sampai 2008. Hingga pada tahun 2008
penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas  Islam Negeri
Alauddin (UIN) Makassar di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Jurusan Ilmu
Politik hingga tahun 2013.
Selama menyandang Status Mahasiswa di Jurusan Ilmu Poltik Fakultas
Ushuluddin, Filsafat dan Politik penulis aktif di berbagai organisasi intra dan ekstra.
Organisasi intra yakni Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik 2008-
2010. Organisasi ekstra yakni Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IPMAH)
Bulukumba Komisariat Kindang. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),
Wahana Pecinta Alam & Lingkungan Hidup Sulawesi (WANAPALIH SULAWESI),
dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Makassar.
